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Pasal 1

(1). Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara
dengan judul "Sosialisasi Perlindungan Hak Pengguna Layanan
Pinjaman Oline Berdasarkan POJK No. 77/P0OJK.01/2016"

(2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian
Luaran Tambahan PKM.

(3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

Pasal 2

(1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada Pihak Pertama melalui
anggaran Universitas Tarumanagara.

(2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada Pihak Kedua
sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua)
tahap masing-masing sebesar 50%.

(3). Pencairan biaya pelaksaaan Tahap I akan diberikan setelah
penandatangangan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat.

(4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah Pihak
Kedua melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan
laporan akhir, /logbook, laporan pertanggungjawaban keuangan dan
luaran/draf luaran.

(5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
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Pasal 3
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan
oleh Pihak Kedua sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan
mendapatkan pembiayaan dari Pihak Pertama.
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak
Januari — Juni 2022

Pasal 4
Pihak Pertama mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan
oleh Pihak Kedua.
Pihak Kedua diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Pihak Kedua wajib
mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan
kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan /ogbook.
Laporan Kemajuan disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan
Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan /ogbook
diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 5
Pihak Kedua wajib mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
Laporan Akhir disusun oleh Pihak Kedua sesuai dengan Panduan
Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Logbook yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang
telah dilakukan oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan Pihak Kedua memuat
secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada
Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada
Pihak Kedua berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
Luaran wajib hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel
ilmiah yang dipublikasikan di Serina Untar IV 2022, jurnal ber-ISSN
atau prosiding nasional/internasional.
Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas,
Pihak Kedua wajib membuat poster untuk kegiatan Research Week.
Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan
Evaluasi (Monev) PKM.
Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, Logbook, Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Juni 2022



Pasal 6

(1). Apabila Pihak Kedua tidak mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook,
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan
batas akhir yang disepakati, maka Pihak Pertama akan memberikan
sanksi.

(2). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposal pengabdian
kepada masyarakat pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk
mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 7

(1). Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pihak
Kedua dibantu oleh Asisten Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
yang identitasnya sebagai berikut:
a. Indah Siti Aprilia/2006495574/Fakultas Hukum
b. Tasya Patricia Winata/205190131/Fakultas Hukum

(2). Pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut dalam Surat tugas yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 8

(1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk
menyelesaikannya secara musyawarah.

(2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas
Tarumanagara.

(3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan
mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat
dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam

rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

Pihak Kedua
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RINGKASAN

Pada dasarnya, UMKM memiliki peran yang besar dalam upaya pembangunan, pertumbuhan dan
peningkatan ekonomi di Indonesia. Saat ini, jumlah UMKM terus meningkat dan berkembang dari berbagai
sektor. Adanya peningkatan dan perkembangan dari UMKM diharapkan dapat meningkatkan Produk
Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih banyak tenaga kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan
kemiskinan. Namun, adanya Pandemi Covid-19 menjadikan pertumbuhan pada sektor UMKM menjadi
cenderung memburuk. Pada saat Pandemi Covid-19, UMKM banyak melirik adanya pinjaman online,
karena sulitnya layanan keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur
yang berbelit-belit Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online menjadi daya tarik UMKM
yang berada diambang kehancuran pada saat Pandemi Covid-19. Kendati sudah ada ketentuan-
ketentuan berkaitan dengan perkembangan pinjaman online di Indonesia layaknya POJK No.
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi , tentu
saja belum memberikan ruang yang cukup terhadap pemahaman masyarakat ataas pinjaman online
tersebut.

Salah satunya di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ini dimana pada 14 Oktober 2021
terdapat kasus Polda Metro Jaya menggerebek rumah yang dijadikan tempat usaha pinjaman uang
secara online illegal di Kawasan Green Lake City, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
Sebanyak 32 orang pekerja-pun diamankan ketika mereka sedang melakukan penagihan utang
secara online dengan modus-modus dan ancaman, serta penyebaran data pribadi. Sehingga
perlindungan dan sosialisasi hukum berkaitan dengan pinjaman online terutama hak layanan
pengguna pinjaman online berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 perlu disosialisasikan lebih
lanjut.

Adapun metode sosialisasi yang dilakukan adalah ceramah dan tanya jawab. Tim Peneliti
bekerjasama dengan Kecamatan Cipondoh akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi factor-faktor yang
mempengaruhi pinjaman online dan peran pinjaman online bagi UMKM.. Sosialisasi ini sangat berguna
bagi individu masyarakat dalam hal mengenal pinjaman online, terutama untuk mengetahui hak dan

kewajiban pengguna.

Keyword: Pinjaman Online, UMKM, Sosialisasi
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PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pada dasarnya, UMKM memiliki peran yang besar dalam upaya pembangunan,
pertumbuhan dan peningkatan ekonomi di Indonesia. Saat ini, jumlah UMKM terus
meningkat dan berkembang dari berbagai sektor. Adanya peningkatan dan perkembangan dari
UMKM diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih
banyak tenaga kerja baru untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Namun, adanya
Pandemi Covid-19 menjadikan pertumbuhan pada sektor UMKM menjadi cenderung

memburuk.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai
Bencana Nasional yang ditindaklanjuti dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala besar tentu
menghalangi perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2021 bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2020
mengalami penurunan sebesar 2,07%.! Terjadinya penurunan ekonomi di Indonesia
memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat,
termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Berdasarkan data hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek
yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM
mengalami dampak negatif dari Pandemi Covid-19. Bahkan keadaan ini mengakibatkan
63,9% UMKM terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%, dan hanya 3,8%
UMKM yang mengalami peningkatan omzet.? Selanjutnya, menurut hasil survei beberapa
lembaga seperti World Bank, Bappenas, dan BPS disebutkan bahwa Pandemi Covid-19
menyebabkan UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan
gaji karyawan. Bahkan terdapat UMKM yang terpaksa melakukan PHK. Selain itu, kendala

! Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 1V-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021.
2 Katadata, “Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”, diakses melalui Digitalisasi UMKM di Tengah
Pandemi Covid-19 (katadata.co.id), pada 8 Februari 2022, pukul 13.28 WIB.


https://katadata.co.id/umkm
https://katadata.co.id/umkm

lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan,

pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.®

Oleh sebab itu, UMKM yang mengalami kesulitan memperoleh permodalan dan
adanya keterbatasan akses permodalan dari perbankan serta bantuan permodalan UMKM
lainnya, mencari alternatif permodalan lain seperti pinjaman online. Dimana belakangan ini,
pinjaman online seringkali dijadikan jalan keluar dengan segala kemudahan dalam melakukan
pengajuan pinjaman, seperti tidak adanya jaminan, pencairan dan pengembalian dana

pinjaman online yang cepat, dan kemudahan-kemudahan lainnya.

Ditinjau berdasarkan kemanfaatan, kehadiran pinjaman online tersebut telah
mengundang banyak minat masyarakat yang memiliki kesulitan dalam pemanfaatan layanan
keuangan konvensional sebelumnya layaknya bank yang terhambat oleh prosedur yang
berbelit-belit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat
menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman online hanya menghabiskan
4 jam hingga 3 hari.* Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan pinjaman online menjadi
daya tarik utama dimana masyarakat cukup mengunduh aplikasi ataupun membuka website
fintech penyedia jasa pinjaman online dimana saja dan kapan saja selama ada internet
terkoneksi pada gawai maupun perangkat mendukung lainnya. Pencairan dan pengembalian
dana Pinjaman online juga terbilang mudah dimana cicilan pengembalian dapat dilakukan

melalui transfer di ATM atau bank.

Pinjaman online sebagai salah satu produk fintech atau teknologi finansial yang
merupakan suatu terobosan dibidang jasa keuangan finansial dengan bantuan teknologi
informasi, dimana Bank Indonesia mengartikan dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank
Indonesia Nomor 19/12/PBI1/2017 Tentang Teknologi Finansial yaitu Teknologi Finansial
adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan,

teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas

3 Haryo Limanseto, diakses melalui Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi - Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pada 8 Februari, pukul 14.21 WIB.

4 Istigamah, “ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA”,
Jurisprudentie,\Vol. 6 Nomor 2 (Desember, 2019), him. 293.


https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi#:~:text=Hasil%20survey%20dari%20beberapa%20lembaga%20%28BPS%2C%20Bappenas%2C%20dan,gaji%20karyawan.%20Beberapa%20diantaranya%20sampai%20harus%20melakukan%20PHK.
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi#:~:text=Hasil%20survey%20dari%20beberapa%20lembaga%20%28BPS%2C%20Bappenas%2C%20dan,gaji%20karyawan.%20Beberapa%20diantaranya%20sampai%20harus%20melakukan%20PHK.

sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem

pembayaran.®

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan secara nasional akumulasi pinjaman
online hingga akhir Desember 2020 telah mencapai 155,9 triliun. Penyaluran pinjaman online
tersebut didominasi oleh wilayah Pulau Jawa, salah satunya Jakarta dengan total pinjaman
baru mencapai 20,68 triliun. Besarnya total nilai pinjaman tersebut menunjukkan adanya
kebutuhan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada perusahaan pinjaman online.
Namun, disisi lain pinjaman online ini menjadi suatu ancaman bagi masyarakat, khususnya
para pelaku UMKM dengan maraknya pinjaman online ilegal yang berisiko seperti tingginya
suku bunga, ancaman penagihan debt collector, serta penyalahgunaan dan kebocoran data
pribadi pengguna pinjaman online. Adanya risiko pinjaman online ilegal tersebut telah
menjadi masalah bagi masyarakat dimana OJK mencatat dalam kurun waktu 2019-2021
setidaknya terdapat 19.711 kasus aduan terhadap penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P)
lending resmi dan juga pinjaman online ilegal.® Sementara itu, dalam kasus pinjaman online
ilegal laporan data Kominfo hingga pertengahan Oktober 2021 setidaknya terdapat 151
pinjaman online ilegal yang sudah diberantas.” Akan tetapi tetap saja ada beberapa kasus

terkait dengan pinjaman online yang bermunculan dalam masyarakat.

Salah satu kasus yang terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat seorang warga bernama
Zainal Arifin yang terkena risiko pinjaman online ilegal, dimana la telah meminjam uang
sebesar Rp 1,4 juta dan harus membayar cicilan selama tujuh hari dengan bunga besar yaitu
35%. Namun menurut keterangan Zainal sebelum waktu tenggang tujuh hari, biasanya pihak
pinjol ilegal telah mengejar pelunasan dan jika pelunasan belum diberikan maka akan diancam

untuk disebarkan data-data pribadinya.®

5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI1/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

® Aziz Rahardyan, “Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat”, diakses melalui
https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-
pelanggaran-berat pada 8 Februari 2022, pukul 16.02 WIB.

" Adi Wikanto, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari Tahun 2022”, diakses dari
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022 ,
Pada 4 Februari 2022, Pukul 00.29 WIB

8 Pinjol ilegal digerebek aparat, namun sulit diberantas selama 'pemerintah hanya akan selalu sibuk menyembuhkan
penyakit, bukan mencegah”, diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58946957 pada 8 Februari
2022, pukul 16.35 WIB
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https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58946957

Terlepas dari risiko pinjaman online ilegal, Ketua Satuan Tugas Pengembangan
Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM Ahmad Buchori mengemukakan bahwa minimnya
pendampingan dan pemberian edukasi kepada para pelaku UMKM terhadap produk keuangan
menyebabkan para pelaku UMKM masih banyak yang melakukan pinjaman rentenir dan

pinjaman online ilegal .°

Kendati sudah ada ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perkembangan pinjaman
online di Indonesia, tentu saja belum memberikan ruang yang cukup terhadap pemahaman
masyarakat ataas pinjaman online tersebut. Sehingga perlindungan dan sosialisasi hukum
berkaitan dengan pinjaman online terutama hak layanan pengguna pinjaman online
berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 perlu disosialisasikan lebih lanjut.

Salah satunya di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang ini dimana pada 14 Oktober
2021 terdapat kasus Polda Metro Jaya menggerebek rumah yang dijadikan tempat usaha
pinjaman uang secara online illegal di Kawasan Green Lake City, Kecamatan Cipondoh, Kota
Tangerang. Sebanyak 32 orang pekerja-pun diamankan ketika mereka sedang melakukan
penagihan utang secara online dengan modus-modus dan ancaman, serta penyebaran data
pribadi'®.

1.2 Permasalahan Mitra
Banyaknya perusahaan pinjaman online tersebut menjadikan masyarakat semakin
tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih
tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan
pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran. Selain itu juga permasalahan
pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat

membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah.

9 Arief Rahman Hakim, “OJK Ungkap Sederet Tantangan Pembiayaan UMKM”, diakses melalui
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4878338/o0jk-ungkap-sederet-tantangan-pembiayaan-umkm pada 8 Februari
2022, pukul 16.39 WIB

Muhammad Isa Bustomi, “Pinjol llegal di Green Lake City Tangerang, Polisi Tetapkan 3 Orang Tersangka”
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/15/16025141/pinjol-ilegal-di-green-lake-city-tangerang-polisi-
tetapkan-3-orang?page=all pada 23 Juni 2022, pukul 10.57


https://www.liputan6.com/bisnis/read/4878338/ojk-ungkap-sederet-tantangan-pembiayaan-umkm
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1.3.

Permasalahan jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata tidak hanya dirasakan
oleh masyarakat umum secara luas, akan tetapi secara spesifik dirasakan oleh para pelaku
UMKM karena UMKM vyang tidak bankable tentu lebih memilih menggunakan pinjaman
online dibandingkan dengan melakukan pinjaman ke bank. Atas dasar hal tersebut maka
pentingnya diberikan sosialisasi khusus kepada masayarakat pelaku UMKM berkaitan dengan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa yang perlu diperhatikan untuk kepemilikan praktik
pinjaman online berbasis teknologi berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016. Terutama
warga di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dimana terdapat beberapa kasus warganya
,mendapatkan terror dari penagih utang pinjaman online illegal dan juga penyebaran data
pribadi layaknya foto, maupun ancaman kepada kerabat, bahkan dalam beberapa kasus warga
yang tidak pernah melakukan pinjaman online pun juga terkena terror dan tuduhan telah
meminjam dan harus membayarnya, dimana hal tersebut sangat mengganggu aktivitas sehari-

hari dari warga Kecamatan Cipondoh.

Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Adanya Pandemi Covid-19 menjadikan pertumbuhan pada sektor UMKM menjadi
cenderung memburuk. Para pelaku UMKM vyang cenderung tidak bankable banyak
melakukan pinjaman melalui sarana online karena dirasa cukup mudah. Akan tetapi banyak
yang tidak memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman online
(pinjol) sebagai konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak
dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman

online.

Dalam hal ini, untuk memberikan pengetahuan dan sosialisasi terhadap masyarakat
sejatinya terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan
Konsumen), Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Teknologi Finansial
yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, dan POJK 77/2016 khususnya dalam
Pasal 26 huruf ¢ POJK 77/2016 yang menyatakan bahwa penyelenggara pinjaman online

wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data



pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan
persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dilakukan secara interaktif antar
pemateri dengan warga sebagai pendengar. Dimana dalam sosialisasi tersebut telah dijelaskan
latar belakang yang menjadi maraknya usaha pinjol di masyarakat, terkait dasar hukum dan
legalitas dari pinjol sendiri agar dapat dibedakan yang illegal dan legal yang dapat dilihat dari
website Otoritas Jasa Keuangan sendiri. Disatu sisi sosialisasi ini juga membahas upaya yang
dapat dilakukan masyarakata Kecamatan Cipondoh ketika terjerat pinjol illegal yang pada
dasarnya adalah suatu perjanjian secara perdata dan harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata,
namun kenyataanya syarat kesepakatan dan suatu sebab yang halal tidak terpenuhi sehingga

menyebabkan perjanjian dari pinjol illegal ini dapat dibatalkan dan juga batal demi hukum.

Dalam sosialisasi tersebut telah dipaparkan juga mengenai hal-hal yang harus
diperhatikan ketika para warga ingin melakukan pinjol layaknya harus memperhatikan
legalitas perusahaan pinjol, adanya syarat dan ketentuan dari bunga dan denda pinjol yang
harus di baca dan diketahui, hingga cara-cara pengaduan yang dapat diambil oleh para warga
ketika adanya terror dari pinjol.

Masyarakat dari Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang juga antusias dalam mengikuti
pemaparan materi terkait dengan memberikan beberapa pertanyaan atas keluhan yang mereka
alami layaknya bagaimana cara melakukan pengaduan ketika mereka diteror oleh perusahaan
pinjaman online padahal mereka sendiri tidak melakukan pinjaman, ada juga pertanyaan
terkait bagaiaman cara mereka mengetahui pihak mana yang membocorkan data pribadi
mereka dan bagaimanakah cara pembuktian terkait; dan juga terdapat warga yang memberikan
pertanyaan sekaligus usulan terkait mengapa jiwa koperasi di Indonesia tidak dihidupkan

kembali untuk melawan daripada pinjaman online illegal.



BAB Il

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Pandemi Covid-19 menyebabkan UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar
tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Bahkan terdapat UMKM yang terpaksa melakukan
PHK. Selain itu, kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan

baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.

Pada dasarnya pinjaman online membeirkan kemudahan kepada para UMKM yang
tidak bankable dan membutuhkan dana yang urgent untuk kebutuhan usahanya. Adapun guna
pelrindungan hukum sejatinya pemerintah melalui OJK telah melakukan sebuah perlindungan
dengan dituangkannya dalam sebuah regulasi salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi. Pada dasarnya perlindungan tersebut diamanatkan dalam Pasal 29
berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan
pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data,

dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan sebelelumnya dalam uraian
hasil penelitian tim PKM FH UNTAR telah memberikan beberapa solusi yang dapat di

tempuh oleh mitra untuk menghadapi permasalahannya seperti :

1. Dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi, maupun terror dari perusahan pinjaman
online maka langkah yang harus warga lakukan adalah melakukan pengaduan kepada
pihak yang berwajib seperti kepada OJK lewat kontak 157 maupun website resmi OJK,
ataupun bisa juga melakukan pengaduan kepada kantor kepolisian setempat lewat satuan
tugas (satgas) Waspada Investasi.

2. Dalam hal akan melakukan pinjaman online mitra juga harus memperhatikan dan
memastikan telah melakukan pinjaman di perusahaan yang terdaftar/berizin di OJK yang
per 2 Maret 2022 terdapat 202 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK; mitra

juga dalam meminjam harus meminjam sesuai kebutuhan, melunasi tepat waktu; dan juga



wajin memahami kontrak perjanjian serta mengetahui bunga dan denda pinjaman
sebelum memutuskan melakukan pinjaman.

3. Terkait maraknya perusahaan pinjaman online dan sulitnya menghidupkan kembali jiwa
koperasi di Indonesia adalah karena akses kemudahan dan perkembangan zaman yang
tidak dapat dipungkiri, dimana koperasi dinilai telah tertinggal zaman dan masih sulit jika
disandingkan dengan pinjaman online yang hanya bermodalkan internet, smartphone, dan
KTP dapat langsung melakukan pinjaman dana dimanapun dan kapanpun serta pencairan
dana yang tergolong mudah dan cepat.

2.2 Luaran Kegiatan

No | Jenis Luaran | Keterangan
Luaran Wajib

1 | Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau Draft/sudah sumbit

2 | Prosiding dalam Temu ilmiah Braft/sudah sumbit
Luaran Tambahan

1 | Publikasi di jurnal Internasional Draft/sudah sumbit

2 | Publikasi di media massa Draft/sudah sumbit

3 | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Braft/terdaftar

4 | Teknologi Tepat Guna (TTG) Draft/sudah disusun

5 | Model/purwarupa/karya desain atau Draft/sudah disusun

6 | Buku ber ISBN Draft/sudah disusun




BAB Il1

METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

3.2

3.3

Kegiatan sosialisasi hak pengguna layanan pinjaman online di Kecamatan Cipondoh
Indah, Tangerang diselenggarakan secara bertahap dengan memperhatikan prinsip-prinsip
daripada transparansi dan keterbukaan, partisipasi, koordinasi, serta keterpaduan. Sosialisasi
perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online di Kecamatan Cipondoh, Tangerang
harus dapat memberikan gambaran akan berbagai aspek-aspek penting yang perlu diterapkan
dalam rangka menciptakan perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online,
perlindungan data pribadi pengguna serta  penerapan aspek kehati-hatian dalam
penggunaannya terkhusus dalam melakukan pinjaman online. Metode sosialisasi yang
dipraktikan berupa pemaparan materi diikuti diskusi interaktif dan tanya jawab antara

pemateri dengan peserta sosialisasi.

Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Kecamatan Cipondoh Tangerang sebagai mitra dalam kegiatan PKM akan membantu
tim dalam memfasilitasi tempat dan sarana, serta menyebarkan informasi mengenai sosialisasi
yang diadakan. Mitra juga akan menugaskan perangkat kelurahan untuk mengikuti sosialisasi

ini.

Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

Materi yang disampaikan pada sosialisasi ini antara lain:

1. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pinjaman Online dan Pengenalan Kontrak
Perjanjian oleh Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H.

2. Moderator oleh Indah Siti Aprilia

3. Tim Administrasi oleh Tasya



BAB IV
HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI
4.1 Hasil

Kemudahan yang ditawarkan pinjaman online tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan
perseorangan, pada praktiknya kalangan yang sangat terbantu dari pinjaman online adalah
para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama pada masa pandemi Covid-19.
Sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
besar telah menurunkan perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan
dirasakan masyarakat terutama pelaku UMKM. Berdasarkan hasil survei terhadap 206 pelaku
UMKM di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC),
menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari Pandemi Covid-19.
Bahkan 63,9% UMKM terdampak mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%.

Kesulitan yang dirasakan UMKM tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk
mengembangkan bisnis dikarenakan keterbatasan akses permodalan dalam pemanfaatan
layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhambat oleh prosedur rumit dan waktu
yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai
14 hari kerja, sedangkan pinjaman online hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Alternatif
penyediaan permodalan lewat pinjaman online dijadikan solusi dimana berdasarkan laporan
Otoritas Jasa Keuanagan (OJK) mencatat peminjaman melalui pinjaman online per Desember
2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun.

Secara penggunaan, cara kerja dari pinjaman online sangat sederhana juga fleksibel
menggunakan teknologi big data artificial intelligence dalam memproses pengajuan pinjaman
100% secara online yang transaksinya dilakukan melalui smartphone pengguna yang telah
mendaftarakan dirinya pada platform pinjaman online, dimana calon peminjam dapat
menentukan sendiri jumlah dan waktu peminjaman yang akan dikonfimasi oleh sistem pada
platform setelah itu dananya dapat dicairkan secara tunai lewat rekening bank peminjam
bersangkutan.

Layanan pinjaman online pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan
perjanjian antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh platform



pinjaman online, sehingga segala resiko lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggung
jawab dari pihak masing-masing yang terlibat, dalam hal ini ketika adanya resiko gagal bayar
maupun kredit macet lainnya pemerintah tidak memiliki andil dan tanggung jawab atas hal
tersebut. Pengguna layanan pinjaman online baik dari sisi pihak peminjam maupun pemberi
pinjaman wajib membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang
ditawarkan oleh platform pinjaman online.

Keberadaan platform pinjaman online secara yuridis oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia telah diatur
melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, namun pada praktiknya telah bermunculan
berbagai bentuk pinjaman online baik yang legal maupun ilegal yang menjadi masalah di
masyarakat dimana OJK mencatat dalam kurun waktu 2019-2021 setidaknya terdapat 19.711
kasus aduan terhadap penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P) lending resmi dan
juga pinjaman online ilegal.

Dengan demikian merujuk kepada layanan peminjaman online sebagaimana telah
diatur melalui POJK NO. 77/POJK.01/2016 masyarakat sebagai pengguna pinjaman
online harus mengetahui perlindungan dan haknya yang dimiliki atas perjanjian yang terjadi
lewat pinjaman online sehingga dapat meminimalisir masalah pelanggaran hak pengguna atau
lainnya yang terjadi dikemudian hari.

Banyaknya perusahaan pinjaman online dengan program-program yang ditawarkan
sangat menggiurkan masyarakat untuk melakukan pinjaman walaupun bunga yang ditawarkan
dari pinjaman online lebih besar dibandingkan pinjaman di bank. Hal ini telah memunculkan
permasalahan yang sering terjadi dalam menggunakan layanan pinjaman online, baik antara
pemberi pinjaman maupun peminjam yaitu kurangnya pemahaman akan perlindungan dari
hak pengguna dalam layanan pinjaman online; seringnya terjadi teror dan ancaman dalam
penagihan uang kepada pengguna layanan pinjaman online yang terlambat dalam pembayaran
dikarenakan bunga pinjaman online yang terlalu besar; tidak jarang data dan informasi
pribadinya disebarkan pada kerabat dan teman dekatnya, perilaku penagihan pinjaman online
tersebut tentunya memunculkan rasa tidak nyaman, malu dan takut bagi pengguna.
Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan secara

detail akan perjanjian syarat-prasyarat, komitmen, resiko, suku bunga dan denda



4.2

keterlambatan pembayaran pelunasan oleh peminjam dalam melakukan pinjaman di layanan
pinjaman online, yang terkadang bahkan tidak mengetahui apakah layanan pinjaman online
tersebut telah resmi sesuai izin OJK ataupun ilegal.

Permasalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh perorangan namun juga oleh
masyarakat umum, terutama secara spesifik oleh para pelaku UMKM yang terkadang tidak
dapat memenuhi persyaratan pinjaman uang di bank (tidak bankable), sehingga mereka
memilih layanan pinjaman online. Adapun berdasarkan analisis siutasi permasalahan yang
sudah didapatkan sebelumnya didasarkan pada pra survei yang telah dilakukan, maka
pentingnya diberikan sosialisasi khusus kepada masyarakat dari Kecamatan Cipondoh,
Tangerang terutama para pelaku UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
apa yang perlu diperhatikan dalam pengunaan layanan pinjaman online berbasis teknologi
berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, hal ini diharapkan dapat menjadi suatu tindakan
preventif bagi masyarakat untuk mengetahu lebih lanjut haknya sebagai pengguna layanan

pinjaman online dan mengurangi dampak buruk yang kemungkinan terjadi.

Luaran yang Dicapai

Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini, hasil yang didapatkan adalah masukan
atau saran yang akan kami ajukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM) UNTAR untuk membantu masyarakat dalam memberikan tindakan
preventif dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Kecamatan Cipondoh.

Dengan demikian, hasil luaran yang dicapai adalah memberikan pemahaman
mengenai regulasi dari fenomena peminjaman online yang terjadi di masyarakat terutama di

Kecamatan Cipondoh, berupa:
1. Luaran Umum

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan

dengan pinjaman online, dan Peer to Peer Lending
2. Luaran Khusus

Secara khusus luaran yang diharapkan adalah untuk mengembangkan pemahaman di
masyarakat mengenai pinjaman online dan perlindungan data pribadi dalam bentuk jurnal

prosiding dan HKI.






5.1

5.2

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan pengadaan sosialisasi lewat adanya metode pemaparan materi serta diskusi
interaktif tanya jawab dengan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang bertujuan untuk
memberi pengetahuan sekaligus mengedukasi lebih lanjut masyarakat di Kecamatan
Cipondoh, Tangerang akan keberadaan fintech sebagai pemicu lahirnya aplikasi peminjaman
dana yang berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (peer to peer lending) yang
telah banyak menarik minat masyarakat belakangan ini. Dimana sebenarnya layanan
pinjaman online yang digunakan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang pada
dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan perjanjian antara pihak

peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh platform pinjaman online.

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Mei 2022
diselenggarakan secara offline dengan menggunakan metode penyampaian pemaparan
materi dan tanya jawab, diskusi interaktif, dan konsultasi hukum. Sebagaimana kita ketahui
bahwa, pemaparan materi adalah penyampaian yang dilakukan dengan menggunakan metode
tanya jawab sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Metode tanya jawab adalah
metode yang dilakukan kepada target sasaran untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti

dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono).

Saran

Dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini, hasil yang telah kami peroleh
adalah terciptanya sebuah pemahaman di masyarakat terutama warga di Kecamatan
Cipondoh, Kota Tangerang untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi terutama
teknologi dalam hal finansial pinjaman online, terutama untuk mencegah terjadinya
pelanggaran hak-hak pengguna pinjaman online secara rinci guna mencegah penagihan
karena pengguna layanan tak kuat dalam membayar pinjaman yang bunganya terlalu besar,
masyarakat juga harus mengerti cara memilih sarana pinjaman online yang terpercaya dan

mengetahui akan dampak yang ditimbulkan ketika memilih untuk memakai layanan



pinjaman online, OJK juga seharusnya menutup perusahaan yang tidak mempunyai dokumen
izin atau ilegal supaya tindakan-tindakan pelanggaran hak terhadap para peminjam online

dapat dicegah sedini mungkin.



DAFTAR PUSTAKA

Buku
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 1VV-2020 No. 13/02/Th.XXIV, 5 Februari 2021.

Jurnal
Istiqgamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”,

Jurisprudentie,VVol. 6 Nomor 2 Desember, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI1/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi

Finansial.

Artikel dan Berita
Admin, Pinjol ilegal digerebek aparat, namun sulit diberantas selama ‘pemerintah hanya
akan selalu sibuk menyembuhkan penyakit, bukan mencegah”, diakses melalui

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58946957

Bustomi, Muhammad Isa, “Pinjol llegal di Green Lake City Tangerang, Polisi Tetapkan 3
Orang Tersangka” https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/15/16025141/pinjol-ilegal-di-
green-lake-city-tangerang-polisi-tetapkan-3-orang?page=all

Hakim, Arief Rahman, “OJK Ungkap Sederet Tantangan Pembiayaan UMKM?”, diakses
melalui https://www.liputan6.com/bisnis/read/4878338/0jk-ungkap-sederet-tantangan-
pembiayaan-umkm

Katadata, “Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”, diakses melalui Digitalisasi
UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 (katadata.co.id)

Limanseto, Haryo, diakses melalui Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di
Masa Pandemi - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia


https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58946957
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/15/16025141/pinjol-ilegal-di-green-lake-city-tangerang-polisi-tetapkan-3-orang?page=all
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/15/16025141/pinjol-ilegal-di-green-lake-city-tangerang-polisi-tetapkan-3-orang?page=all
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4878338/ojk-ungkap-sederet-tantangan-pembiayaan-umkm
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4878338/ojk-ungkap-sederet-tantangan-pembiayaan-umkm
https://katadata.co.id/umkm
https://katadata.co.id/umkm
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi#:~:text=Hasil%20survey%20dari%20beberapa%20lembaga%20%28BPS%2C%20Bappenas%2C%20dan,gaji%20karyawan.%20Beberapa%20diantaranya%20sampai%20harus%20melakukan%20PHK.
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi#:~:text=Hasil%20survey%20dari%20beberapa%20lembaga%20%28BPS%2C%20Bappenas%2C%20dan,gaji%20karyawan.%20Beberapa%20diantaranya%20sampai%20harus%20melakukan%20PHK.

Rahardyan, Aziz, “Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran
Berat”, diakses melalui https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-
capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat

Wikanto, Adi, “Hindari Pinjol Ilegal, Ini Daftar 103 Fintech Legal & Terdaftar Januari
Tahun 2022”, diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-
fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022


https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat
https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022
https://nasional.kontan.co.id/news/hindari-pinjol-ilegal-ini-daftar-103-fintech-legal-terdaftar-januari-tahun-2022

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

= EEEEEE < O

UNTAR untuk INDONESIA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SOSIALISASI
PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN

PINJAMAN ONLINE

DISUSUN OLEH :
MIA HADIATI, S.H., M.H.
INDAH SITI APRILIA S.H.
TASYA PATRICIA WINATA

B wwwuntaracid [ Untar Jakarta [ @UntarJakarta [E] @untarjakarta

PENDAHULUAN

- - g Kebutahan masyarakar, rerutama UMKM non-
- bankable di masa Pandemi Covid-19.
....... .A :- Laporan OJK Desember 2021 peminjaman lewat

FRANCAL TELRRILGY
W“ i ’ Digitalisasi inclustri
A \
’ - v keuangan menghadiskan

Financial Technology pinfaman online nalk menjadi Rp 13,6 triliun

14/10/21 Polda Metro Jaya menggerebek rumah yang
dijadikan tempat usaha pinjaman uang secara online
('h)ol) ilegal di kawasan Green Lake City, Kecamatan

doh, Kota Tang yak 32 orang
e x ketika sedang
’ rangkat komputer di lantai dua.
L > 2 ¥ perang put:

s

Pinjaman Online, sebagai alternatif

Pinjaman online diatu im POJK No. 77/POJK.01/2016 pada

penyedia dana cepat dan mudah praktiknya terdapar kemunculan pinjaman online legal dan ilegal
Pada 2019-2021 tercatat 19,711 kasus aduan terhadap pinjol oleh

masyarakat
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Dasar Hukum

BUKU Ill KUHPERDAT

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan
Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77/2016")

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-uUndang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

PINJAMAN ONLINE

PINJAMAN ONLINE ?
("Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016")

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan
untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam
meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan
internet.

Landasan hukum penyelenggaraan Pinjaman online di Indonesia diatur oleh POJK 77/2016, namun didalamnya
tidak membahas secara khusus tentang keabsahan dari perjanjian pinjaman online.
Lantas apa isi POJK tersebut ?
ketentuan umum, penyelenggaraanya, pengguna jasa, perjanjian (dokumen), mitigasi resiko, tata kelola sistem
TI, edukasi dan perlindungan pengguna, tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah,
larangan, laporan berkala, sanksi
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Keabsahan Pinjaman Melalui Layanan
Pinjaman Online

Perjanjian Pinjaman Online
Pasal 1 angka 17 UU ITE* dan Pasal 1 angka 15 PP PSTE*
diakui yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para
pihak yang dituangkan melalui sistem elektronik

. o 5“‘0 4
Busin®ion/,

Apphica™

Secara Perdata Pemenuhan
Pasal 1320 KUHPERDATA

Keabsahan
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O ZEN 6 t:5-.

KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN
ONLINE Pada dasarnya sama dengan perjanjian
konvensional, yang membedakan hanya
medianya

DILIHAT SECARA PERDATA

BUKU I KUHPERDATA 1 KESEPAKATAN S
——> subjektif
PASAL 1320 2. KECAKAPAN l
SYARAT SAH 3 SUATU HAL TERTENTU
. *} objektif
PERJANJIAN 4 SUATU SEBAB YANG HALAL l

Perjanjian pinjaman online merupakan jenis perjanjian tidak bernama /innominaat yang belum ada pengaturannya dan
merupakan perjanjian dibawah tangan dibuat tanpa campur tangan pada pihak yang berwenang dan juga adalah
perjanjian baku (klausula baku).

Suatu dokumen secara online atau elektronik layak dikatakan sah jika diberikan tanda tangan oleh pihak-pihak yang
berkaitan dengan perjanjian tersebut. Tanda tangan yang dipakai pada perjanjian online dapat dikatakan absah di mata
hukum jika terpenuhinya syarat sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang ITE
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Jika secara perdata sah suatu perjanjian pinjaman online.

BAGAIMANAKAH STATUS PERJANIJIAN
PINJAMAN YANG DILAKUKAN DENGAN PINJOL ILEGAL ?

Pasal 1321 KUH Perdata: 9
Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika

J IKA DILIHAT DARI /' diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan

paksaan atau penipuan.

ASAL 10 kesePAKATAN 7 S o o
. KECAKAPAN dalam konteks keperdataan KOTUQ ey yoang cliehisitnn sca by b
perjanjian dapat dibatalkan karena =
SAKAEsS SUATU HAL TERTENTU Pl ek Gadden " para pihak ;?;;:' terjadinya
cdaliid SUATU SEBAB YANG HALAL J l
pihak yang berada dalam posisi
contoh : Peminjam benar-benar butuh mungkin lebih kuat dari pihak lainnya dan
ada keluarga yang sakit dan kebutuhan lainnya, saling berhadapan sebagai
para pihak tidak punya kedudukan sejajar. lawan kontrak.
Sedangkan pinjaman berbunga-bunga dari Rp3 (ketidakadilan isi kontrak)
juta jadi Rp30 juta. Sehingga itu jadi keadaan
yang dapat batalkan perjanjian
) — h4 STARS | A r—
(@) UNTAR [=-[a 5 © 2/ EIRS 13-
# Jika secara perdata sah suatu perjanjian pinjaman online.
BAGAIMANAKAH STATUS PERJANJIAN
A\ PINJAMAN YANG DILAKUKAN DENGAN PINJOL ILEGAL ? =
[ 6 6
J[KA DILIHAT DARI Pasal 1335 KUH Perdata dikatakan:

"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena
sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai
kekuatan”.

. KESEPAKATAN
KUFPERDATY ) KECAKAPAN /'
SYARAT SAU . SUATU HAL TERTENTU Status pinjol yang tidak terdaftar dan
PERJIANIIAN . SUATU SEBAB YANG HALAL mendapatkan izin dari OJK

merupakan pinjol ilegal

semua perjanjian utang di pinjol ilegal tidak
sah dan batal demi hukum

,3]‘, 1 1o,

un 23

- A |EESTARS
o [ o | A h-s-
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APA YANG HARUS DIPERHATIKAN SEBELUM MELAKUKAN PINJAMAN ???

o

o

L. Penyelenggara Fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK;
2. Penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan serta pasal- pasal
dari perjanjian pinjaman.

1cAEW
CHARTERED

SATING KVETHM 72|
ACCOUNTANTS

H % 3 Fae  Pastikan Meminjam di Perusahaan yang o
Sejak tahun 2018 s.d. Februari 2022 ini Terdaftar/Berizin di OIK 102 PINJOL TERDAFTAR berizin OJK
Satgas sudah menutup sebanyak 3.784 Cek legalitas perusahaan pamberi pinjaman melalul per 2 Maret 2022.

P telepon Kontak QK 157 atau di website QUK
pinjol Ilegal. (www.ofk.g0.id).

Pinjam Sesuai Kebutuhan Produktif dan

L | 30% dari Penghasil
Pinjam untuk kebutuban produktl, bukan
konsumtif, dan tidak melebihi 30% dari penghasitan
agar  tdak A e 14
tanggungan atau cicllan lain yang juga harus
dibayar

Lunasi Cicilan Tepat Waktu
Bayar cicilan tepat waktu untuk menghindari denda
k. Agar tidak lupa membayar,

vang membengkal
pasang olorm kalender di ponsel atau beri tanda
pada kalender di rumah atau kantor.

Jangan Lakukan Gali Lubang Tutup Lubang
Jangan membayar pinjaman dengan pinjaman yang
baru untuk menghindarl terlilit hutang. ladikan
membayar cicilan sebagai prioritas utama setelah
menerima gaji.

Ketahui Bunga dan Denda Pinjaman
Sebelum Meminjam

Pelajari dan survei terlebih dahulu bunga dan denda
yang ditawarkan. Pilihlah pinjaman online yang
menawarkan bunga dan denda paling rendah untuk
meringankan cicilan,

Bot dan . forst pehden yorw @ UNTAR

ditawarkan, dan ajukan pertanysan apabila belum Universtas Tarumanagars
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BAGAIMANA TERKAIT BUNGA PINJAMAN ONLINE YANG LEBIH
TINGGI DARI PADA PINJAMAN LAINNYA ?

« Perjanjian Pinjaman Online adalah perjanjian perdata antara pemberi dan penerima pinjaman
Perjanjian berdasarkan kesepakatan maka timbul hak dan kewajiban
o Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah mengatur dalam code of
conduct AFPI bahwa jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8%
per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biayaq, biaya keterlambatan, dan
seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai pokok pinjaman
Contohnya, bila pinjam Rp 1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta.
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Pinjaman Online Berdasarkan POJK
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ABSTRAK
dena barbasss onflue xmmmnmmomno«rmm

Kebandaan spldast peniyomse

terdiug) bik ,:z‘ lega) wanprw ifegal mewicn adya bagi Atas
Tk gl pemggina pajamas ol sehogai bewk

pRrhndmpnn nm vang dberikn ek WRIEA LORAINVE. i, penlis

felbkan penchtun yang bermakoud ik wengetalu keatsahan pogsman welaim payamm cslme serta
perlindmana hak pecgauns bivarea pimjaman oniine. Dolam penelitian ini, metode penclitian yang digunokan
odalah metode penelition yersdis mmlf!‘ln‘dxd’ﬂlm mdup:ldc.bmm wndang-modn g (stavuse opproaci)
Hasil peuelitian ik dalam Mk penggus plujatnm widine,
Oxcritas Jasa Kevangan (QUK) myll-rh:- kﬂllﬂ'.l Oteritas Jua Kemszn No, 77/POJK.01 /2016, Dalam
peratmm tersebut ferdapat lima prinsip yug wagh dilaksannkan agar perlixhingen hak stas penggea bis
berilen maksimal, yaknd trnspagmsi, keandaon, rabasia konsumen, perlaksan odil dm peoyelesainn sengketa
dengan cepal mudsh des basyn rivgm. Sciuruh grinsip ferschot wajih ditmplementnilan oteh schinh pihisk

findanga

yang terlibar dabem pinssaun online linges OJK sebaosd pengecaban koenkimen daban mebe peal
g masmmkat Dengsn demikaan, pertindungan hodoun

teanbagn eltcmef pernycloszan songicia

Kata Kuncl: Perlindmgan Huloan, Hak Pengguna, Pirgaman Onlae

ABSTRACT

The existence of oniinesbrsed fendiveg agplications or duow s online logns peer-to-prer fending), whether itS
Togal or fllegal, irigeers the prodlew of viclaing righis Br users. For these peoblowis, (1 15 necessary lo protect
tie righits of anline foan wrers as a form of kegal protection provided by the government ta pratect (15 caizoms.
Therefore, she authors conduerad o swdy B aivis 1o dermine the valid!iv of Taans theongh oniine joans o
tiie protecon of the rights of caline loan wrors ' serices. In this sy, the rosearch method e iy somaative
Surtdical researek wethod based an a st approach. The rendts af the sty thow that (u preventmg fy
problems of siolning rhe rights of online faan 1sers, iy Ororifas Jase Keuangar (OJK) tssward the Peranan
Ororttas Jasa Kenangan (POJE No, 7 7/POJK.01:2016. Tiere are five principles found in this rezniation Mal
st by implewensed o that the protection of wser rights can rmn aptimally, naweiy tromsparency, refiabitity,
comsuwar canfidentality, fair poarment and dispute rerolunion qidekh; easthy and ar fow cost. Al of these
primciptes mwt be glemesied by af) partres hvohed v onfme faans 10 OJK as the bearer of the commiimment
0 proteci the counmmiry. Thour, Jegal prosection egaiwst wiokatians of rights (n onfime Toan servoes has been

By the s and o Indonessa, I an of dispuie arising from i violaton of
wser righes, fhe setdement can Be dane uiing fwo ways, nawsd: Higatian and manliigasion trough alernanive

dispute reselirtion.

Key words : Legal Protection, User Rights, Onitne Loers.

Seecarn penggmasn, carn ket dan puognms ondive sangat sederhang jgs Hebodel

wepsikin kol g dna arfiodd peelifgeace il memposes pengan

peajnmen 100% secam anlime yang fronsaksimym dilnkisdon melahu swargbome penggan

yungg telaly mendafiarakan dirimya padn plogfoen pingamian sifive, dimana cilon peminjsm

sendirt dan g akan cleh sastem

ks plfarm setelal i cammnyn dagu dicairkan secam i bewat sekening bask pesninm
Treranslam’

Loyaran penpman anline pacls daswmyn schats besepakaton secan peidats yaog
ipsmupakan perjanjian antus pilak pestijam dan palak peroler plefaoan yang divadale
wied platfemn piamae owlwe sehugen segaln resiko yang lohir dan kesepakala ferselat
wesjadi fanggungawah du nasiag-masing piliak yang terkast, dalus hal ini ketika adanya
reiko gaeal bavar mapim kredit macet lamnnye pemerismb bdak menuld andd den
tammyg jawalb ats bal fersebt sd‘.w penguuna ayaan pmjamm online badk dari sisi
péhak permnivjion mumpun  pemberi pinjamen waitb wembacn don jugn wemabani senidd
mformasi dan ketermuan yang disawarkan oleh platfomm pingmman anline

Eeberlaan platforn: plujame cofme secin ywidis oleh onsias Taes Kemanpan
UK} sebagas lembaga yang mwenpawis sekioc josn ketangan @ Mooness tefsh dsamr
welalin Perharan Oteritas Tia Kensnpus {POTK) NO 77POIE.01016 fentap, Layanin
Pirgan Mewmjam Baorbasis Teknolopl nfomes, mamun pads prktikmys tolah bememeudan
Betbaga benmk pajasan oufiue bask vaog gl wwnpmn degs vaog cengadi masalah di
tssyaraknl dees OFE tsemncatal dalam Lunin el 20092021 setichknys tordapa 19.711
ks nduan berhadap penyelenggaman Foeel presr-iopeer (P20} lendmg teana dam juga
mjaian cwline Uepal®.

Dengaa demikan menwuk kepada loyanan peminiman onfine stbagaimms telh
distin melalni POJK, MO T7POIK 012016 nesyarkat scbagai penggies pisjaimn anline
hars menpetaliui parlindungnn dsn haknys vane dimilikd atss perjawio veng feriads lerat
penjiian owliwe schimppa dapat memimmalisic masbh pelaopeain ok pogzin st
Taamu s vom terfodd di s dian ol

Ramusin Masalah
Betlendnskon duwi Lo belbanp yang el diccmiakin sebeunoye. Rrdspat
Treberapa penmasabsban yaog akm dibates yahs -
| Bagrimanskal kesbsban pajaman melabi Inysnom pinjanin an'ise !
2. Bapimanakab perladimpnn hak penggunn bayaman pjaien onfive berdasacian POJK
WO TTROIK L0167

2. METODE PENELITIAN
Adapun netede penslition vang dipunakon dalme penelitan bl i merade
perelitin yumids somuanf yang didesatkan pada pendekaban nrdamgemdang (e
appracch) berdasarkon azalicis tedadip peranan peranSing- wedeipn tekail dengs fokns
penmul:ln yemg s dibahos. Pado penelitinn o dite yang dipimakan hermpa data
. oveng melipunh Daban Lk pooses vein pesainen paosbse-undoean da

Tatncbotaluiks Kanalae o et 3004 " X Soidl T T T ]

selcuba 0L pds 3| Wioet 022 ] 225 9
Retoe San © L Unsversites Tnhugagues: b, 2
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" i Rehardyan Mwlhm]”)l\??l]ham
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InRzImEDm e 21 M 602 [ 0257 WIB.

terhadsp pelonggaran hok dolam hyanen pujaman
owlwe telal dijamin dalan peraturan perudag-nodangan & Tndonesia. Dalas al wijadi sengketa yang il
durt pelonggame K porgguns depat diacasi Jewst s corm. yakmi peagsdile dio lur pengadilon melsi

1. PENDAHULUAN

Pada em i ko, adamyn 1Imu h dmt:lamlrp I:Inh
membawn dampak yang sigmilikan dalom i

mmuisia. Sejalan dl!ugau kr!bnmhnn tersebut, dajm sakmc mhm kmnngin sendiri 1elnh

Tkl li hodirkan finmesal technology (fmech) ving

memmkikan ;loses tramsakst helml Ikl = fisien, praktis, sman dao modern’. Fiech
ponds dasarnya senipakan penerapan leknolog: pads sistern keunipai yang mencypakas baik
Tayaran, produk, teknnlogi, llalralmn minde] bisnis bam serta b:mq:l]lhm pada stabilitas
monater, sisem keusngan, efisiensd, dari sistem
pembuyaring’.

Eeberadzsay flweck sendini felal wemnicn abimya aplikas) peuinjaman dans yang
berhazis anfine ata dikenal dengan piojsmen aalive {peer o peer lending] Melsln pugaman
amnfiavel e terdesak dana’ dapat T secarn copak don
mudah tmga perfe mengnjikan kredit kepada bank dengan melalus persynratan yang panjang
dan nanit, bal mi dikarennim piaman onlire metryedinkan sustu opliasi yang

antara piliak dan pibak pemben pojamsn terjadi secara
anlime kapanpnan dan damaegem’

Kemudahan ymg  diswardan  pmjamae evlire tidak banya ootk memennhi

pacda knlangan yang sangnt terbantu dori pinjamen online
adalnh pom pelaku L’ﬂhl Mikro Keeil Menengab (UMEM) terutamn pada masa panden
Covid-J%, Sebagaimaus telal ditetapkan welshi Swar Kepuwusay Presiden Republk
Twdomesia Mownor 12 Tabmn 2020 feniang Penstapan Beocana Noo-alam Penyebaran Corong
Virms Divernse 2009 (Covio- @) Sebagai Beneann Nesional vang dikoti kebyakan Permbatasan
Sosinl Bepskaln besar telah menwvnkan perekonominn Indotesta yang dampakiyn seeam
signifiknn dirasakan masyaraknt teratzma pelaku UMEM. Berdasarkan hasil smved terhadap
204 pelabn UMEM & wilayah Jabodetabel vang dilakukan oleh Katadaia Insialt Ceuter
(KIC), memmpukkan sebanyak §2.9% UMKM el dampn-l. negatif dani Pandenu

Cloniad-14. Bahkan 63,9% UMEM terdanpak mengakn ¥ pealit debil
e 3Pt
Kmu]mm vang dimsakom U%{KM Qmsﬂmt menyebabknn adamya hambamn miak
kot basuds ik lalin gl i

vaisn keuangan komvensional Bayakovn bank vang terbambat olel prosedur numit dan
\ukm vang cukp lamn heogga mendapatkan peneaivan dana dapat menglaliskan waki 7
sampai 14 han kena, sedangkan pirgaman enlise hanyn menghabiskan 4 jam hingga 3 har'
Sehmgen alemanf peryedinan permadalan lewat pinjaman endme dijstkan sl dimana
berdasakon lnporag Otogites Fass Keuanagan (OTK} mencatal penrinj s mellui pinjama
onlime per Desember 2021 jumlalorys naik mersjadi By 1360 trilivun®

! Tmummel Ackitya Wilanris Chrismastianba. (3017), “Analisih SWOT Tmpleestasi Teknologi Faumsinl
Testinndng Boliras Linvavsm Prertenion o Rishoceesia™, il Bbonond don Binds, 1020, Wlis 134

* pamal | angka | Peranman Beek Indonesia Nomor I9127FBL20LT teving Penvelenzgaram Tekorologi
Fnanainl

* Ern Pohieswi, (2019, Pertiogsyn Perloduegan Daw Pribid Dabun Trmsake Paansan Oeline (ke
Uirmency €3 Prrsauai Prawection fn Peer To Prer Leling), ool Fubom Mosionad 452), bim_ 4.

* Kateedata, “Thigeisasi UMEM o Tompah Praebiuni Covied |97, dinkars molalui s donpadan oo i ukis
[pach 21 Maret 2022, pukul 0190 WIB.

' lsigamah, (2009) “Amalein Pmiewa Cuime Olch fimteck Dalrm Kajian Hukm Verdota',
et gt 523 hin. 293

* Cimty Mutia Amen, “Peny aluran Finvech Lending Waik Jai Ry 13,60 Trilin poda Deseries 2021 dirkses
el

Ll bk sekonnder yaitt laden, astikel, pommal, maigoi bahan buys yag rerkont dengan
asmsalub pica peselitin.

S HASIL DAN FEMBAHASAN
Kealwsaban Pinfomoan Melalud Laysman Pinjsman dofise

Pimjaman onlime merapekan pingaanan vang djalackn kewa daciog aun medis andme
batupa fasilits dalam benmk ieminjamban wine dari peuvedia jasm ke pomakel jasa dolam
sdemin keuangan, Petjusjmn pigmian euflue merepakm satn bemuk pejauga pajams
bas oamwm yang metindi pernbedn adalah ok permmtam myn seears darmg s binsa
dwchu owlive. Ketikn peaktckuyn, peyanjimn pingaman anline tferschif diantum debitr dom
Joreditus tidak wemenhikon ven e umiub erbaluncan begeane, letapd dipet difalankan beoat
permghat elektromik.”

Perjargini pugrman anfine yang bertadnsk m pacds Fiveneint Trokuolagy (Frusse by di
Indoness meEpuyal dasar kukam yakmi Pemmran Oloriias Jes Kenangan, Namun, dobam
peruran fevselu tbsk niemnbabe s secars klsnsis mengers keabssbian conpun tata cana dan
perjmiing pinimman onfine yma berlandaskan Fiwrech, knrenn sifat dari atmn tersebm
hauynlnh wencantamkae menpen tnfa cam nwn prosedumyn, seheliknys wanprestas dan
weseore vann elaleaakan pegmpan Gentuoya akow sallt uonk diamlil laogksh
ke sebab helom terdapat payung hakum yang memoal kntang sanksi hag) pikak yang
welnngzar, sehinggn segaln tesibo yang labi S —
dari masing-mesme pibaks yang ferkait

Ditmjaus sevara kepertataan pinjammn anfine sebatas Kesepakatan yaug didasarkon
Pk mclaon s pesmofue vauge dsbuar asare paea pilak ba ik peminfan g pensben
pajumen. Adn berhagal syarat yang mempakon syarat subjektif dan ohiektit dan schanh
petjanjisn vaknl syarst sabjelil yang fsioya kesepakatan van sabing valioboug, kecakapan
dabeny nenciginkas seboah dkaton  Kerudian syarst objekel perjngian v miats hal
ferlentt, sebimh penyehnl yang halal. Sebunh peranjian bisa discbut abwah jik spamt-syarat
tepsabmt vt bkl dm ohjektif bies dipenubi dari dus belah pibak vang menghasilk
perjanyinm it hika terdapal pelaggnian manpei sk lepemlmiys syacal dan pegaigps on
ey bl kil Toonnn e, Apabila i b syian subbod Delwn dipecls, maka
renannna dnpat dibatnlias,

Peganmn Lk yaog, memiberikan aniran perjangin leasat inbane mpom wline
taniyn ming deopnn periman b yang membenkin ammn wengeual P
kemyenisinsl atan secara bmgoamy. Hal ferebul snimya perjangio owlive patuh teimdap
Wi s gEnai perjangion kowvensiomal utms secn lugsimp. Seoab, poda hakikatnyn i
s mmpn isi perjacgion terschat tidak tendapal petbedann, yang membedakas honyslah
alal atain sarars vamg dipakai, Lal a manbos pcrjmjlanouﬁwdn Jetfanijian koanamsional
st aecarn lmgsmg mempemyni akiba! hukum yong mma,

Perjargian koavensionad atun perjangian secara laogamp dipalismi sshaga) pegajim

g dlipalamban bemgps serdapatryn b sarat perjaviinw yaug benimk fisilanya sebuab kertas
VB il Bnds Inngrm oleh orang yang wling welnkikm pemsjion. Mongeis
sabay sebeals e i dapat ieinkin cilam Pasal 1320 KUK e, yalai tratin
el syarat sab sch epkntam, dyjalarkmn snbyek hidomn varg

* lstiquuis. g O L 204

" Wi Made Ein Profmewnti, dik, (0200, Permmom Vimsan (e Barboein Fsamal Tehnslorr
(Fwieed ", Kenronks) Hubaw. X7), blm_ 324,

1 o Gha ra dan Rechmadi Ueatan, (3013}, Sk Perbacdn, Takars: Sk Crfika dm 10,



memiliki - Kecakapan, adanys sebab fertentu  serta  tak  diperbolehkan  melawan
Undang-undang. Perjanjian secara ) g tentunya di diantara kedna
belah pihak atawpun levml perantara pihnk Tnin. Sebab ketika melakukmn randa tangan
Oleh karena stu dapat dilihat bahwa perjanjian secara
langsung wempunyal kt!nunlnm ylkm cukq) umxg}lwshu waktu bags kedua belah pihak.
Lewat kehadiran e ang semekin melwas, wakn dalam
memnlankm\ pmmumn nu dn;\m dﬂaksmkan melalux sarvng elektrongk. Hal tersebut
bisa di tanpn terd suatu

langsung dm pibak-pibiak vang berkaitan. Tetap: dengan catatan babwa harus llnpmu.hulya
svarat yang sah serta bukti perjanjan yang sawa dengan peranjian sccara langsung atau
Konvensional.

Perjanjian pinjaman an/me berdasarkan Pasal | angka 17 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informas: dan Transakss Elektronik schagamana telah dmbah dengan
Undag-Undang Nowor 19 Talun 2016 tentang Pervbaban Atas Undang-Undang Nomeor 11
Tahwn 2008 tentang [uformas: dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal [ angka 15
Peraturan Pemetmtah Nomor 82 Taliun 2012 tentang Penvelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elekuonk (PP PSTE) smma-sama memberikan defimsi serupa vaitu kontrak elekuronik
mempakan perjanjian amrara para pihak yang dimiangkan melalui sistem elektronik Sisterm
elektronik sendin didefinisikan merurut Pasal | angka § UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP
PSTE v:bagai suafu nug.hian pmscdm dm pnaujd;al elektiomk vang fungsinya  untuk

ik dan‘atm bark i elek ik Adapun
penanjian ¢lektronik mi masuk dalam betmuk persanjion tidak bemarma atau insoniinaar yang
penanpanya tidak diatur dalam KUH Perdata namun dalam kenyataan di masyamkat hal
fersbd berkembang dan diakuw sebgar suatu tuntutan dalam dunia bisus.

Suatu dokumen secara onlire ataw elekuonik lavak dikarakan sah jika dibetikan tanda
tangan olch pilnk-pihnk yang berkaitan dengan pegenjian tersebut Tanda tmgan yiang
dipakai pada perjanjien online dapat dikatakan absah di mata hukum jika tepenthinys syarat
sesum dengan Pasal 1) Lndang-nudans ITE. Pada unplementasinya, pihak-plhak yang
melakukan perjanyian pujaman secara online udak saling bertemu se:ln langsung untuk
mehkuhn peganjian, namun pibak yang dan yang b saling

g lewat penyelenggam pinj: onlfine. Oleh sebab it jaminan serta bukti yang
dipaka dlpcfpmnhn sccara online atau clektronik dan mawan sckali dampaknya bisa
menimbulkan  permasalahan smgkm Tenmuya perjanjian pm;amm secara online
mempunyai 153iko yang cuhlp besar diband; secara lang

Maka, dibbat dan sist hukum maka pemmun yang dilakukan secara online adalah
sab sebab KUH Padlm wengatumya pada Pasal 1320 dan 1335 KUH Perdata wengenai

janjian dan adanya i Terkait anman bsahan bukti yang dipakai
dqm dibhat di Pasal S tentang mformasi, dokumen dan fanda tangan elcktronik dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang [TE. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan
pegganpan puyaman online serta pihak yang memiliks keterhibatan tercantum lewat Peranwan
OJK Nemor 77POJK/2016 tentang Layenan Pinjom Meminjun Berbasis Tekuologi
Informasi

Perlindungan  Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Berdasarkan POJK
NO.77/POJK.01/2016

Lalirya fintech merupakan awal mula dari ndanya aplkesi perninjaman dana yang
herbasis online atan dikenal dengan pirjaman online (peer to peer lendmg). Melalui pinjaman

Prsal 1 augka 3 POIK NO. 77P0IK 012016 mendefimsikan Layseian P

Uang Berbasis Teknolog) [nformast sebogai suaty penyelengaaraay layanan jasa kewangan
witelk mengtmbungkan autaa pemberi pugmian dewgan peners pingmnan dilsm cangka
melakukan perenjian pmymn memngemy dalan mots vang mpiah secarn Jangsing lewst
sistern elekuouik berlasis jacuugan tnteer ™ '

Hakikntays sehuah atmean dikeliserkan mewponya tyaan guas semben perhindungan
bagi sualu kelompok masyurakal yang waned petgguna wian komumen Dolun hal icd
wengacu ,-d. Punl 1 augha 2 Undaog-umdag Nowoe 8 Tabum 1999 fentung Perliodmgan
setiap oraug pengzung barme dany'sti jasa vang
tenseddia i mm)uu\lm baik uotuk kepentmgan din sendin, kelugs, orng lain, nsipun
wiakhluk Wdup lan dan tdak untak dikomersialisasikion” selanuinya dalam Pasal 4 angka |
UUPK disebutkan sabali satu hak dati konsucen adalab kak stes Xenyamansn, keanansn, dan
kesclamatan dakim menpkoustums: basang dawatan jass,

Ditugaw dart pemenclan [k pengguna tersebot dalun Pasal 29 POJK NO.
TUPOIK.012016 penyelenggaa wagib dabsm peerspan prusip dasar dan pertivdimgan
pongguna yaknd kemahasiaon, petlakuan yang adil, hansparansi, keandalan penyelesatan
sengketa penpgixia secara sedethaa, cepat, dan baya ferjangkan serta keawanan datz. Dalarn
hal tersebut perusabaan pmjaman ooline sebagn penyelengzaa telall dwagibka oleh OJK
wituk mengsjukan pendaflaran dan perizinan'’. Maka dai ity dalan POJK terkadt elady
membenkan beberapy klansnl yng membenkon kewenangan kepafn OJK untik dapat
wergavas perusabsm panjaxm onlfime secira berkaka Bivakiva pads Pusal 27 da 45 POTK
NO. THPOIKOU2016 dimmn  perussban:  penyelengaar  pugmuan  onlloe wajils
wenyediakan sekam fejsk aodit dan laporen bulanen derkals. Sesuni dengan kewsjiben dan
Taangan sebaga s fercaatum dalam POJK NO, T7POTK. 012016, maka bagi pengussha
oty perusshann yarg Héak mengikan afuran yang disetapkan pemerintab dapat cikenakan
sanksi.

Pada konsamen dengnn penyclengeara pajaman onlive mempmTym
hubuupm secara hikisy keperdaman ™ Selain mengeluamkan aturan usndang-uudang yang
wevcantwakan sankss ferhodap pelangganm hek perggnin layaran pijauan onlie, meks
pemerintnl: jaga wrajib berupaya dslam peacegshan kejahotan fersebut saloh satuuyn dengan
wnersosislisasikan kepada selurmb masyarkat tentang pivjaman onim secam tioei. Selam i,
OJK seharnsnyz menutup perussham yamg hidak mempunym dokumen 12im atan ilegnl spayn
tindakan tindakan pelasggusn ek jerhadsp paca pennojom onime dapst dicegali sedus
omngkm ' Kerwdion pikn terdapat hak-hak pesggoma loysoon yang dilangear oleh
peusabion maka pilak berwujb bia dapar unk wescart pelnkunya sebob sudah
tenseidiamys dokanen begalitas yaug dimliks OJK

Hal lain yang perlu diperbatikan yaitu perlindungan dats baik pribadi maupun data
trmsks dm kewmgan yang dimilik penggma. Dalun hal medumas pivjaman, pilak
pesierimn pagmman bidak memboyarkan langsumg kepada rekening piak perriben pmjaman
i Jewat mekaisime yaog telah tersedia dari peuyelengpana vakui Jewar escrow acconit
(rekening bersune yang dikelola perasabanu schagay pahak ketigay keomdann dates uskan
kepada virteal acconwt piluk pemben pinjammn. Tujusn payedsaan escrow gecewnt Gn
virmai aceount e yakm supayn penyeleggam fiatch peer o peer lewding tick

 Pased | sagkn 3 POIK Nomer 77IOIK 012016 Tewme Lastoas Paom Maoksan Usss Betasts
Tekiolog [afoetmasi
¥ Passd 7 POIK Nowdr TPPOIKUL0IE Teming Lavenss Pmjsm Mesmayam Usag Bartasy Teksolog

P Susselo, (J008), Hek-Hiek Konseowew it Dirgidary, Jakar: Visimedka, ko 4]
VAR, ot 2019 ok Hirkae £ dobonsd, Taagsrimg. PUSKAPKUM. M, 216,

online masyatakat dapat memperoleh dana secara cepat mudal, kapanpun dag dunanapun
karena (ilakuakan secara ondine welalun aplikasi Kelebiban yang ditawarkan pimjaman
online telah menjadikan daya tank sendin untuk digunakan oleh masyarakat terutama oleh
perseorangan dan  para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama di masa
pandeny Covid-19 sebagaimany di(elapkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tabun 2020 tentang P pan Bencana Non-alam Penyeb Corona Virus
Diseare 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasi vang dukut kebij h itk
membaum wobilitas warga layakuya Pemnbatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun

Pemhy Kegiaton Masyarak (PPKM) Tenminya dengnn kebijakon
tmtbul telah tingkat p yang W secara
signifikau dirasakan masyarakal teratama pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil surver terhadap 206 pelaku UMKM & wilayah Jabodetabek yang
dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), memunukkan schanyak 829% UMKM
mengalany dampak segatif dan Pandemu Covid-J9 Bahkan 63.9% UMKM terdampak
mengaku mengalami penuunan profic lelﬂl dari 30%". Kesulitan yang dirasakan UMKM

tersebut 5 adanya untuk  baik memperthankan  maupun

mengembangkan Imms umeh dik kan  keterl akses dalan  dalam

layanan K 1 layak bauk yang lednmlm oleh prosedur

tumit dan wakm yang cubkup ln'un hmm mendapatkan pencaimn dann dapat menghabiskan

waktu 7 sampar 14 hart kenga, online hanya biskian 4 jam hingga

3 han'' Sehingga alternatif di dalan lewat pinj online dijadikan solusi

dimana berdasarkan laporan Otontas Jasa Keuangan (OJK) mencatal peminjaman melalni

online per Desember 2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 taliun'*.

Meliluat dm kebutuban myarakal vang tnger dalan pengpunsan pinjaman online

tersebut makn p ¥ hnk mzteke sebagai pengguna mmaman
onfine berupa pcnnnn dalam kepada 2any

aturan-atwan yang dikeluarkan ataupun lewat tindakau lanpsung untuk mencegah dan
i kasus yang melanggar hak pengguns layatan pinjaman online. Pada praktiknya
telah bermuncutan hed:agn bentuk pinjaman onfine batk yang legal maupun ilegal menjadi
wasalah di layanan online kian tertwju pada bentuk
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang timbul dari mtimidasi, teror hingga ancaman
dalm pmlg:hm hqmnh pemakai  layanan plnym-n online yang terlambat  ketika
yaran.  Penlaku online tersebut tentunya
memunculkan rma tidak nyamay, malu dan takut bagi uaseormsg karena informasinys disebar
kepadn kerabat-kerabat terdekat
Data dan OJK pada kurun waktu 2019-2021 setidaknya telah terdapat kasus aduan
terhiadap p | firitech p peer (P2P) lending resuu dan juga pimjamon onltme
ilegal ubnnvnk 19.711. OJK sendin schaga: lembaga yang mengawasi scktor jasa kevangan
di Indonesia secm yundn telah mengdunhn POJK NO T77POJK 0172016 tentang
Layman Pinjam Memu Berbasis T Pmjawn online berdasarkan

" Katadata, foe.efi,

" Istiqasal, foc. i,

" Cindy Mutia Antme, “Penvaluran Fintech Leading Naik Jadi Rp 13,60 Triliun pada Desember 2021, diakses
welaloi

slesember-2021, pada 21 Maret 2022, VMWZOMB

" Rodes Ober Adi Guoa Pardosi dan Yulisua Primawardani, (2020). “Peslindungan Hak Pengauis Layanan
Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asas Marmsin (Protectian Of The Rights Of Onlme Laan Customers
From A Hiaman Rights Perspective)”, Penefitian Hukaum De Jure, 11(3), i, 357

wenyalabguoakin kerahssiamn yaog diberika oleh pilk pemberi paaman i, mekanisie
mengenat teknologt informast pads Ryman tersebut telah scsum dengan mekarasme yang
dikelwskan Otoritas Jasa Keuangan lewal Pasal 26 Pesaturan Otosgas Tasa Kevangan Nowmos
TUPOIK 0120167

Unumaya pertangmnaan dui pinjunan ouffne alah mengnayal julib wanian
yang sams barnidd dengan plumman yane dibenkan oleh pibak pemibent piejom. Maksad
dant [trpl.gl.l ntara pemumgan chn pembens gyuran yakm gma memperoleh sebuah
kepastian i maty fulm. Wolinpun keeop Kali tenadi pelengesman techadop i dac
perjangian yaog dildsanskan olels penmjan, seperts keterlembotan dalam mewbayar keedst
sesua pejminn. Hal it tentuoya membuzl pemben paFanan mengalami kerugim dart
pemberinn pingatm, spobits tcrdapat wanpeestn ketika perjagin berlengsig maki pink
penyelenggas berapayn menjalankn wgamyn dengm menagh ewat kerjs sana denpn
st umit peuagitan den berugsya socogtandan medion supsyn menoegal Iejadmys
wapeestas) yaog dlakukan debine. Daspok L«uww yang umuscel Gipet terjadi kares
perbuatan kelie Kenkn seleks analic Pingaman

uvm.y. dalun Pusal 37 awan OJK Nomot 77 POJK 012016 bﬂmx Eka
ketetapm dan penyelenggara membunt koedimr mgy maka penyclonggam besa diberkan
sauksi yaog tecantun didalan ketentuan Pasal 47 atusn OJK Nomor 77/POJK 012016
Heomik can sanken temebut mloh sankst yang benmkmyn odmamisttif, sanksi it b
dikenakan mink penyelenggua yang membuat pitiak pemiben pujanan g seperti yang
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4. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberndman fintoch sebagai pemicu |slirnya aplikssi penunaosn dans yang
berbasis online atao dikenal dengan pinjaman online (peer fo peer jeadiig) telah mennnk
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CATATAN HARIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LOG BOOK)

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN
ONLINE BERDASARKAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 DI KECAMATAN

CIPONDOH
NO. TANGGAL JAM JENIS JUMLAR
KEGIATAN JAM
1. | 28 Januari 08.00-10.00 Rapat 2 Jam
Pembuatan
Proposal |
2. | 3 Februari 2022 10.00-12.00 Rapat 2 Jam
Pembuatan
Proposal Il
3. | 10 Februari 2022 09.00-10.00 Pengumpulan 1 Jam
Proposal
4 | 16 Maret 2022 08.00 Penandatanganan 1Jam
SPK
5. | 18 Maret 2022 10.00-13.00 Penjajakan 3 Jam
Sosilisasi
6. | 11 April 2022 10.00 - 12.00 | Pembuatan Draft 2 Jam
Luaran
7. | 13 April 2022 10.00 — 12.00 | Pembuatan Draft 2 Jam
Luaran
8. | 16 April 2022 10.00 - 12.00 Revisi Luaran 2 Jam
9. | 20 April 2022 10.00 - 16.00 Pelaksanaan 6 Jam
Luaran SERINA
10. | 10 Mei 2022 18.00-22.00 Pembuatan 4 Jam
Laporan
Kemajuan
11. | 12 Mei 2022 15.00-17.00 Koordinasi 2 Jam
Persiapan Monev




12.

18 Mei 2022

07.00-12.00

Pra Sosialisasi

5Jam

13.

19 Mei 2022

19.00-20.00

Rapat
Koordinasi

1 Jam

14.

20 Mei 2022

08.00

Pengiriman

Laporan Monev

15.

24 Mei 2022

09.00 - 12.00

Persiapan
Pelaksanaan
PKM

3 Jam

16.

25 Mei 2022

08.00 — 14.00

Pelaksanaan
PKM

6 Jam

17.

30 Mei 2022

09.00 - 10.00

Persiapan
Pembuatan Draft
Luaran

Tambahan

1 Jam

18.

16 Juni 2022

09.00 - 11.00

Pembuatan
Laporan

Kemajuan

2 Jam

19.

1 Juli 2022

09.00 - 11.00

Pembuatan Draft
Luaran

Tambahan

2 Jam

20.

22 Juli 2022

09.00

Submit Laporan
Akhir




LAPORAN KEUANGAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN
ONLINE BERDASARKAN POJK NO. 77/POJK.01/2016 DI KECAMATAN

CIPONDOH

Pos Anggaran Vol Biaya Total
Satuan

Bahan Habis
Pakai
Fotocoppy - - 144.000 144.000
Cetak spanduk Buah 1 88.000 88.000
Komunikasi (Pulsa | Orang/bin 3 100.000 300.000
dan Paket Data)
Proposal Eks 2 50.000 100.000
Laporan Akhir Eks 5 50.000 250.000
Fotocopy  Materi | Paket 35 5.000 175.000
Pelatihan
Alat Tulis Peserta | Buah 35 15.000 525.000
Pelatihan
Plakat Buah 1 200.000 200.000
Pengumpulan
Data
Transportasi survey | Orang/Kali 5 100.000 500.000
lokasi
Konsumsi  Peserta | Orang/hari 35 30.000 1.050.000
hari pelatihan
Snack Peserta | Orang/hari 35 15.000 525.000
Pelatihan
Kebersihan dan | Orang/hari 2 200.000 400.000
Humas




Transportasi

Penyuluh

PP

6 250.000 1.500.000

Konsumsi

Penyuluh

Hari

1 593.000 593.000

Analisis Data
(Termasuk Sewa
Peralatan)

Honorarium

1 PKM 2 1.050.000,- | 2.100.000

Pelaporan,
Luaran Wajib
atau Luaran

Tambahan

Jurnal  Proceeding

Nasional

1 150.000 150.000

Hki

1 400.000 400.000

Jumlah

9.000.000

Jakarta, 22 Juli 2022

Ketua Pelaksana PKM

Mia Hadiati, S.H.,a.H.

NIK: 10289002
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ABSTRAK

Keberadaan aplikasi peminjaman dana berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (peer to peer lending)
baik yang legal maupun ilegal memicu adanya permasalahan pelanggaran hak bagi penggunanya. Atas
permasalahan tersebut dibutuhkan perlindungan hak bagi pengguna pinjaman online sebagai bentuk perlindungan
hukum yang diberikan pemerintah untuk melindungi warga negaranya terutama para pelaku UMKM. Masyarakat
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dalam hal ini sering mengalami permasalahan menyangkut peminjaman
uang secara online. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi
kepada masyarakat agar mengetahui berbagai aspek penting perindungan hak pengguna layanan pinjaman online
terutama yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Dalam peraturan
tersebut terdapat lima prinsip yang wajib dilaksanakan agar perlindungan hak atas pengguna bisa berjalan
maksimal, yakni transparansi, keandalan, rahasia konsumen, perlakuan adil dan penyelesaian sengketa dengan
cepat mudah dan biaya ringan Seluruh prinsip tersebut wajib diimplementasikan oleh seluruh pihak yang terlibat
dalam pinjaman online hingga OJK sebagai pengemban komitmen dalam memberi perlindungan bagi masyarakat.
Target pencapaian yang akan dihasilkan yaitu mengembangkan pemahaman masyarakat terutama para pelaku
UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, perlindungan data pribadi serta apa yang perlu
diperhatikan dalam pengunaan layanan pinjaman online di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Kegiatan
sosialisasi dilakukan dengan metode berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta
sosialisasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pengguna, Pinjaman Online.

ABSTRACT

The existence of online-based lending applications or known as online loans (peer-to-peer lending), whether it’s
legal or illegal, triggers the problem of violating rights for users. For these problems, it is necessary to protect
the rights of online loan users as a form of legal protection given by the government to protect its citizens
especially MSME actors. Citizens of the Cipondoh Sub-district, Tangerang City, in this case often experienced
problems regarding onlinebased money lending. The implementation of this community service is carried out by
socializing with the community in order to know various important aspects of protecting the rights of online loan
service users, especially those regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016.
There are five principles found in this regulation that must be implemented so that the protection of user rights
can run optimally, namely transparency, reliability, consumer confidentiality, fair treatment and dispute
resolution quickly, easily, and at low cost. All of these principles must be implemented by all parties involved in
online loans to OJK as the bearer of the commitment to protect the community. The achievement target that will
be produced is to develop public understanding, especially MSME actors regarding rights and obligations,
personal data protection, and what needs to be considered in using online loan services in Cipondoh District,
Tangerang City. Socialization activities are carried out using methods in the form of material presentation and
interactive discussions between presenters and socialization participants.

Key words : Legal Protection, User Rights, Online Loans.
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1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi kini, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah
membawa dampak yang signifikan dalam menunjang peningkatan kompleksitas kebutuhan
manusia. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, dalam sektor industri keuangan sendiri telah
melakukan adanya digitalisasi dan menghadirkan financial technology (fintech) yang
memungkinkan proses transaksi keuangan lebih efisien, praktis, aman dan modern. Fintech
pada dasarnya merupakan penerapan teknologi pada sistem keuangan yang menciptakan baik
layanan, produk, teknologi, dan/atau suatu model bisnis yang baru serta berimplikasi pada
stabilitas moneter, sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan dari
sistem pembayaran.

Keberadaan fintech sendiri telah memicu lahirnya aplikasi peminjaman dana yang
berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (peer to peer lending). Melalui pinjaman
online masyarakat yang terdesak atas keperluan dana dapat memperolehnya secara cepat dan
mudah tanpa perlu mengajukan kredit kepada bank dengan melalui persyaratan yang panjang
dan rumit, hal ini dikarenakan pinjaman online menyediakan suatu aplikasi yang
memungkinkan hubungan antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman terjadi secara
online kapanpun dan dimanapun.

Kemudahan yang ditawarkan pinjaman online tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan
perseorangan, pada praktiknya kalangan yang sangat terbantu dari pinjaman online adalah para
pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama pada masa pandemi Covid-19.
Sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
besar telah menurunkan perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan dirasakan
masyarakat terutama pelaku UMKM. Berdasarkan hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM
di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan
sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari Pandemi Covid-19. Bahkan 63,9%
UMKM terdampak mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%.

Kesulitan yang dirasakan UMKM tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk
mengembangkan bisnis dikarenakan keterbatasan akses permodalan dalam pemanfaatan
layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhambat oleh prosedur rumit dan waktu
yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14
hari kerja, sedangkan pinjaman online hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Alternatif
penyediaan permodalan lewat pinjaman online dijadikan solusi dimana berdasarkan laporan
Otoritas Jasa Keuanagan (OJK) mencatat peminjaman melalui pinjaman online per Desember
2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun.

Secara penggunaan, cara kerja dari pinjaman online sangat sederhana juga fleksibel
menggunakan teknologi big data artificial intelligence dalam memproses pengajuan pinjaman
100% secara online yang transaksinya dilakukan melalui smartphone pengguna yang telah
mendaftarakan dirinya pada platform pinjaman online, dimana calon peminjam dapat
menentukan sendiri jumlah dan waktu peminjaman yang akan dikonfimasi oleh sistem pada
platform setelah itu dananya dapat dicairkan secara tunai lewat rekening bank peminjam
bersangkutan.

Layanan pinjaman online pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang
merupakan perjanjian antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh
platform pinjaman online, sehingga segala resiko lahir dari kesepakatan tersebut menjadi
tanggung jawab dari pihak masing-masing yang terlibat, dalam hal ini ketika adanya resiko
gagal bayar maupun kredit macet lainnya pemerintah tidak memiliki andil dan tanggung jawab
atas hal tersebut. Pengguna layanan pinjaman online baik dari sisi pihak peminjam maupun



pemberi pinjaman wajib membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang
ditawarkan oleh platform pinjaman online.

Keberadaan platform pinjaman online secara yuridis oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia telah diatur melalui
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, namun pada praktiknya telah bermunculan berbagai
bentuk pinjaman online baik yang legal maupun ilegal yang menjadi masalah di masyarakat
dimana OJK mencatat dalam kurun waktu 2019-2021 setidaknya terdapat 19.711 kasus aduan
terhadap penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P) lending resmi dan juga pinjaman online
ilegal.

Dengan demikian merujuk kepada layanan peminjaman online sebagaimana telah
diatur melalui POJK NO. 77/POJK.01/2016 masyarakat sebagai pengguna pinjaman online
harus mengetahui perlindungan dan haknya yang dimiliki atas perjanjian yang terjadi lewat
pinjaman online sehingga dapat meminimalisir masalah pelanggaran hak pengguna atau
lainnya yang terjadi dikemudian hari.

Banyaknya perusahaan pinjaman online dengan program-program yang ditawarkan
sangat menggiurkan masyarakat untuk melakukan pinjaman walaupun bunga yang ditawarkan
dari pinjaman online lebih besar dibandingkan pinjaman di bank. Hal ini telah memunculkan
permasalahan yang sering terjadi dalam menggunakan layanan pinjaman online, baik antara
pemberi pinjaman maupun peminjam yaitu kurangnya pemahaman akan perlindungan dari hak
pengguna dalam layanan pinjaman online; seringnya terjadi teror dan ancaman dalam
penagihan uang kepada pengguna layanan pinjaman online yang terlambat dalam pembayaran
dikarenakan bunga pinjaman online yang terlalu besar; tidak jarang data dan informasi
pribadinya disebarkan pada kerabat dan teman dekatnya, perilaku penagihan pinjaman online
tersebut tentunya memunculkan rasa tidak nyaman, malu dan takut bagi pengguna.
Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan secara
detail akan perjanjian syarat-prasyarat, komitmen, resiko, suku bunga dan denda keterlambatan
pembayaran pelunasan oleh peminjam dalam melakukan pinjaman di layanan pinjaman online,
yang terkadang bahkan tidak mengetahui apakah layanan pinjaman online tersebut telah resmi
sesuai izin OJK ataupun ilegal.

Permasalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh perorangan namun juga oleh
masyarakat umum, terutama secara spesifik oleh para pelaku UMKM yang terkadang tidak
dapat memenuhi persyaratan pinjaman uang di bank (tidak bankable), sehingga mereka
memilih layanan pinjaman online. Atas dasar hal tersebut maka pentingnya diberikan
sosialisasi khusus kepada masyarakat dari Kecamatan Cipondoh, Tangerang terutama para
pelaku UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa yang perlu
diperhatikan dalam pengunaan layanan pinjaman online berbasis teknologi berdasarkan POJK
No. 77/POJK.01/2016, dalam hal ini sosialisasi akan hak pengguna pinjaman online tersebut
akan dilakukan di daerah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang sebagai salah satu daerah
yang warganya seringkali menghadapi permasalahan menyangkut peminjaman uang secara
online.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan sosialisasi hak pengguna layanan pinjaman online di Kecamatan Cipondoh
Indah, Tangerang diselenggarakan secara bertahap dengan memperhatikan prinsip-prinsip
daripada transparansi dan keterbukaan, partisipasi, koordinasi, serta keterpaduan. Sosialisasi
perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online di Kecamatan Cipondoh, Tangerang
harus dapat memberikan gambaran akan berbagai aspek-aspek penting yang perlu diterapkan
dalam rangka menciptakan perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online, perlindungan
data pribadi pengguna serta penerapan aspek kehati-hatian dalam penggunaannya terkhusus



dalam melakukan pinjaman online. Metode sosialisasi yang dipraktikan berupa pemaparan
materi diikuti diskusi interaktif dan tanya jawab antara pemateri dengan peserta sosialisasi.

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Cipondoh,
Tangerang sebagai mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan
bantuan kepada tim berupa memfasilitasi tempat dan sarana yang akan digunakan tim, serta
dalam menyebarkan informasi dan undangan mengenai sosialisasi dan pelaksanaan pengabdian
kepada masyarakat yang diadakan, serta penyusunan absensi dan menugaskan warga juga
perangkat Kecamatan untuk mengikuti sosialisasi ini

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Keabsahan Pinjaman Melalui Layanan Pinjaman Online

Pinjaman online merupakan pinjaman yang dijalankan lewat daring atau media online
berupa fasilitas dalam bentuk meminjamkan uang dari penyedia jasa ke pemakai jasa dalam
dunia keuangan. Perjanjian pinjaman online merupakan suatu bentuk perjanjian pinjaman biasa
namun yang menjadi pembeda adalah alat perantara nya secara daring atau biasa disebut online.
Ketika prakteknya, perjanjian pinjaman online yang terjadi antara debitur dan kreditur tidak
memerlukan tempat untuk berhubungan langsung, tetapi dapat dijalankan lewat perangkat
elektronik.

Perjanjian pinjaman online yang berlandaskan pada Financial Technology (Fintech) di
Indonesia dilandaskan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, dalam
peraturan tersebut tidak membahas secara khusus mengenai keabsahan maupun tata cara dari
perjanjian pinjaman online yang berlandaskan Fintech, karena sifat dari aturan tersebut
hanyalah mencantumkan mengenai tata cara atau prosedurnya, sebaliknya wanprestasi dari
seseorang yang melaksanakan perjanjian tentunya akan sulit untuk diambil langkah hukumnya
sebab belum terdapat payung hukum yang memuat tentang sanksi bagi pihak yang melanggar,
sehingga segala resiko yang lahir dari perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-
masing pihak yang terkait.

Ditinjau secara keperdataan pinjaman online sebatas kesepakatan yang didasarkan pada
adanya suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak baik peminjam maupun pemberi
pinjaman. Ada berbagai syarat yang merupakan syarat subjektif dan objektif dari sebuah
perjanjian yakni syarat subjektif yang isinya kesepakatan serta kecakapan dalam menciptakan
sebuah ikatan. Kemudian syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu serta sebuah
penyebab yang halal. Sebuah perjanjian bisa disebut absah jika syarat-syarat tersebut yaitu
subjektif dan objektif bisa dipenuhi dari dua belah pihak yang menghasilkan perjanjian itu. Jika
terdapat pelanggaran maupun tak terpenuhinya syarat dari perjanjian itu maka dapat timbul
akibat hukumnya. Apabila didalam syarat subjektif belum dipenuhi, maka perjanjian dapat
dibatalkan.

Pengaturan hukum yang memberikan aturan perjanjian lewat internet ataupun online
tentunya mirip dengan peraturan hukum yang memberikan aturan mengenai perjanjian
konvensional atau secara langsung. Hal tersebut artinya perjanjian online patuh terhadap aturan
mengenai perjanjian konvensional atau secara langsung. Sebab, pada hakikatnya tata cara
maupun isi perjanjian tersebut tidak terdapat perbedaan, yang membedakan hanyalah alat atau
sarana yang dipakai, hal itu membuat perjanjian online dan perjanjian konvensional atau secara
langsung mempunyai akibat hukum yang sama.

Perjanjian konvensional atau perjanjian secara langsung dipahami sebagai perjanjian
yang dijalankan berupa terdapatnya bukti surat perjanjian yang bentuk fisiknya sebuah kertas
kemudian dibubuhi tanda tangan oleh orang yang saling melakukan perjanjian. Mengenai
sahnya sebuah perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni tercantum
empat syarat sah sebuah perjanjian yakni adanya kesepakatan, dijalankan subjek hukum yang



memiliki kecakapan, adanya sebab tertentu serta tak diperbolehkan melawan Undang-undang.
Perjanjian secara langsung tentunya diperlukan pertemuan diantara kedua belah pihak ataupun
lewat perantara pihak lain. Sebab ketika melakukan tanda tangan diharuskan melakukannya
langsung. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa perjanjian secara langsung mempunyai
kelemahan yakni cukup menghabiskan waktu bagi kedua belah pihak. Lewat kehadiran era
globalisasi teknologi informasi yang semakin meluas, maka dalam menjalankan perjanjian itu
dapat dilaksanakan melalui sarana elektronik. Hal tersebut membuat pelaksanaan perjanjian
bisa dilaksanakan tanpa terdapatnya suatu pertemuan langsung dari pihak-pihak yang
berkaitan. Tetapi dengan catatan bahwa harus dipenuhinya syarat yang sah serta bukti
perjanjian yang sama dengan perjanjian secara langsung atau konvensional.

Perjanjian pinjaman online berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 1 angka 15
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (PP PSTE) sama-sama memberikan definisi serupa yaitu kontrak elektronik
merupakan perjanjian antara para pihak yang dituangkan melalui sistem elektronik. Sistem
elektronik sendiri didefinisikan menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE
sebagai suatu rangkaian prosedur dan perangkat elektronik yang fungsinya untuk menyiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Adapun perjanjian elektronik ini
masuk sebagai bentuk perjanjian tidak bernama atau innominaat yang tidak diatur dalam KUH
Perdata namun dalam kenyataan di masyarakat hal tersebut berkembang dan diakui sebagai
suatu tuntutan dalam dunia bisnis.

Suatu dokumen secara online atau elektronik layak dikatakan sah jika diberikan tanda
tangan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Tanda tangan yang dipakai
pada perjanjian online dapat dikatakan absah di mata hukum jika terpenuhinya syarat sesuai
dengan Pasal 11 Undang-undang ITE. Pada implementasinya, pihak-pihak yang melakukan
perjanjian pinjaman secara online tidak saling bertemu secara langsung untuk melakukan
perjanjian, namun pihak yang meminjam dan yang memberikan pinjaman saling terhubung
lewat penyelenggara pinjaman online. Oleh sebab itu jaminan serta bukti yang dipakai
dipergunakan secara online atau elektronik dan rawan sekali dampaknya bisa menimbulkan
permasalahan sengketa. Tentunya perjanjian pinjaman secara online mempunyai risiko yang
cukup besar dibandingkan perjanjian secara langsung.

Maka, dilihat dari sisi hukum maka perjanjian yang dilakukan secara online adalah sah
sebab KUH Perdata mengaturnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian
dan adanya konsesualisme. Terkait aturan mengenai keabsahan bukti yang dipakai dapat dilihat
di Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam UU ITE. Berkaitan
dengan tata cara pelaksanaan perjanjian pinjaman online serta pihak yang memiliki keterlibatan
tercantum lewat POJK No. 77/POJK.01/2016.

Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Berdasarkan POJK
NO.77/POJK.01/2016

Lahirnya fintech merupakan awal mula dari adanya aplikasi peminjaman dana yang
berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (peer to peer lending). Melalui pinjaman
online masyarakat dapat memperoleh dana secara cepat mudah, kapanpun dan dimanapun
karena dilakukan secara online melalui aplikasi. Kelebihan yang ditawarkan pinjaman online
telah menjadikan daya tarik sendiri untuk digunakan oleh masyarakat terutama oleh
perseorangan dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama di masa
pandemi Covid-19 sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia



Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan pemerintah untuk
membatasi mobilitas warga layaknya Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tentunya dengan kebijakan
tersebut telah menurunkan tingkat perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan
dirasakan masyarakat terutama pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek yang
dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM
mengalami dampak negatif dari Pandemi Covid-19. Bahkan 63,9% UMKM terdampak
mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%. Kesulitan yang dirasakan UMKM
tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk baik mempertahankan maupun
mengembangkan bisnis mereka dikarenakan Kketerbatasan akses permodalan dalam
pemanfaatan layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhambat oleh prosedur
rumit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan
waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman online hanya menghabiskan 4 jam hingga
3 hari. Sehingga alternatif penyediaan permodalan lewat pinjaman online dijadikan solusi
dimana berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peminjaman melalui
pinjaman online per Desember 2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun.

Melihat dari kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam penggunaan pinjaman online
tersebut maka perlunya masyarakat mengetahui hak mereka sebagai pengguna pinjaman online
berupa peranan pemerintah dalam memberi perlindungan kepada warganya lewat aturan-aturan
yang dikeluarkan ataupun lewat tindakan langsung untuk mencegah dan menangani kasus yang
melanggar hak pengguna layanan pinjaman online. Pada praktiknya telah bermunculan
berbagai bentuk pinjaman online baik yang legal maupun ilegal menjadi masalah di masyarakat
pengguna layanan pinjaman online kian tertuju pada bentuk pelanggaran hak asasi manusia
(HAM) yang timbul dari intimidasi, teror hingga ancaman dalam penagihan kepada pemakai
layanan pinjaman online yang terlambat ketika melaksanakan pembayaran. Perilaku penagihan
pinjaman online tersebut tentunya memunculkan rasa tidak nyaman, malu dan takut bagi
seseorang karena informasinya disebar kepada kerabat-kerabat terdekat.

Data dari OJK pada kurun waktu 2019-2021 setidaknya telah terdapat kasus aduan
terhadap penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P) lending resmi dan juga pinjaman online
ilegal sebanyak 19.711. OJK sendiri sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di
Indonesia secara yuridis telah mengeluarkan POJK NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Pinjaman online berdasarkan Pasal 1 angka
3 POJK NO. 77/POJK.01/2016 mendefinisikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan dari layanan jasa keuangan yang
mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melahirkan
perjanjian pinjam meminjam secara langsung dengan mata uang rupiah lewat sistem elektronik
berbasis jaringan internet.”

Hakikatnya sebuah aturan dikeluarkan mempunyai tujuan guna memberi perlindungan
bagi suatu kelompok masyarakat yang menjadi pengguna atau konsumen. Dalam hal ini
mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa Konsumen merupakan setiap orang sebsgai pengguna
barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk dikomersialisasikan” selanjutnya
dalam Pasal 4 angka 1 UUPK disebutkan salah satu hak dari konsumen adalah hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam rangka mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Ditinjau dari pemenuhan hak pengguna tersebut dalam Pasal 29 POJK NO.
77/POJK.01/2016 penyelenggara wajib dalam penerapan prinsip dasar dari perlindungan



pengguna Yyakni kerahasiaan, perlakuan yang adil, transparansi, keandalan penyelesaian
sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau serta keamanan data. Dalam
hal tersebut perusahaan pinjaman online sebagai penyelenggara telah diwajibkan oleh OJK
untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan. Maka dari itu dalam POJK terkait telah
memberikan beberapa klausul yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk dapat
mengawasi perusahaan pinjaman online secara berkala layaknya pada Pasal 27 dan 45 POJK
NO. 77/POJK.01/2016 dimana perusahaan penyelenggara pinjaman online wajib menyediakan
rekam jejak audit dan laporan bulanan berkala. Sesuai dengan kewajiban dan larangan
sebagaimana tercantum dalam POJK NO. 77/POJK.01/2016, maka bagi pengusaha atau
perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi.

Pada prinsipnya, konsumen dengan penyelenggara pinjaman online mempunyai
hubungan secara hukum keperdataan. Selain mengeluarkan aturan undang-undang yang
mencantumkan sanksi terhadap pelanggaran hak pengguna dari layanan pinjaman online, maka
pemerintah juga wajib berupaya dalam pencegahan kejahatan tersebut salah satunya dengan
mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang pinjaman online secara rinci. Selain itu,
OJK seharusnya menutup perusahaan yang tidak mempunyai dokumen izin atau ilegal supaya
tindakan-tindakan pelanggaran hak terhadap para peminjam online dapat dicegah sedini
mungkin. Kemudian jika terdapat hak-hak pengguna layanan yang dilanggar oleh perusahaan
maka pihak berwajib bisa dapat untuk mencari pelakunya sebab sudah tersedianya dokumen
legalitas yang dimiliki OJK.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu perlindungan data dari pribadi serta data
transaksi dan keuangan yang dimiliki pengguna. Dalam hal pelunasan pinjaman, pihak
penerima pinjaman tidak membayarkan langsung kepada rekening pihak pemberi pinjaman
namun lewat mekanisme yang telah tersedia dari penyelenggara yakni lewat escrow account
(rekening bersama yang dikelola perusahaan sebagai pihak ketiga) kemudian ditembuskan
kepada virtual account pihak pemberi pinjaman. Tujuan penyediaan escrow account dan
virtual account itu yakni supaya penyelenggara fintech peer to peer lending tidak
menyalahgunakan kerahasiaan yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, mekanisme
mengenai teknologi informasi pada layanan tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang
dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan lewat Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016.

Umumnya pertanggungan dari pinjaman online ialah mempunyai jumlah minimum
yang sama bernilai dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman. Maksud
dari perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman yakni guna memperoleh sebuah
kepastian di mata hukum. Walaupun kerap kali terjadi pelanggaran terhadap isi dari perjanjian
yang dilaksanakan oleh peminjam, seperti keterlambatan dalam membayar kredit sesuai
perjanjian. Hal itu tentunya membuat pemberi pinjaman mengalami kerugian dari pemberian
pinjaman, apabila terdapat wanprestasi ketika perjanjian berlangsung maka pihak
penyelenggara berupaya menjalankan tugasnya dengan menagih lewat kerja sama dengan jasa
unit penagihan dan berupaya mengutamakan mediasi supaya mencegah terjadinya wanprestasi
yang dilakukan debitur. Dampak kerugian yang muncul dapat terjadi karena perbuatan keliru
penyelenggara ketika seleksi analisis dan memberikan persetujuan pinjaman.

Layaknya dalam Pasal 37 aturan OJK Nomor 77 /POJK .01/2016 bahwa jika ketetapan
dari penyelenggara membuat kreditur rugi maka penyelenggara bisa diberikan sanksi yang
tercantum dalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bentuk dari sanksi
tersebut adalah sanksi yang bentuknya administratif, sanksi itu bisa dikenakan untuk
penyelenggara yang membuat pihak pemberi pinjaman rugi seperti yang terdapat pada Pasal
47 POJK. Jadi, perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman dalam perjanjian
Pinjaman Online Berbasis Fintech terdapat pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Perlindungan
hukum kepada seorang pemberi pinjaman itu termasuk yakni jika timbul kerugian kepada pihak



pemberi pinjaman karena kelalaian dari penyelenggara pinjaman ataupun wanprestasi yang
disebabkan oleh peminjam. Sengketa-sengketa tersebut dapat teratasi lewat dua cara, yakni
pengadilan dan luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Aparat penegak hukum umumnya lebih menawarkan kepada lembaga alternatif
penyelesaian sengketa sebab lebih efektif dan permasalahan bisa terselesaikan dengan baik dan
memakan waktu yang singkat. Terdapat lima prinsip yang wajib dilaksanakan supaya
perlindungan hak atas pengguna bisa berjalan maksimal, yakni transparansi, keandalan, rahasia
konsumen, perlakuan adil dan penyelesaian sengketa dengan cepat mudah dan biaya ringan.
Seluruh prinsip tersebut wajib diimplementasikan dengan benar oleh pengguna sebagai
konsumen hingga OJK sebagai pengemban komitmen dalam memberi perlindungan bagi
masyarakat.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman
pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016. Baik pinjaman online yang
legal hingga ilegal terdapat fakta dilapangan bahwa banyak sekali terdapat pelanggaran hukum
dari kedua perusahaan tersebut. Cara-cara pencegahan yang dapat dijalankan pemerintah yakni
lewat penyebaran edukasi hingga sosialisasi dengan harapan masyarakat harus mengerti cara
memilih sarana pinjaman online yang terpercaya dan tau akan dampak yang ditimbulkan ketika
memilih untuk memakai layanan pinjaman online.

4. KESIMPULAN

Dengan pengadaan sosialisasi lewat adanya metode pemaparan materi serta diskusi
interaktif tanya jawab dengan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang bertujuan untuk
memberi pengetahuan sekaligus mengedukasi lebih lanjut masyarakat di Kecamatan
Cipondoh, Tangerang akan keberadaan fintech sebagai pemicu lahirnya aplikasi peminjaman
dana yang berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (peer to peer lending) yang
telah banyak menarik minat masyarakat belakangan ini. Dimana sebenarnya layanan
pinjaman online yang digunakan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang pada dasarnya
sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan perjanjian antara pihak peminjam dan
pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh platform pinjaman online. Perjanjian yang
dilakukan secara online dikatakan absah karena KUH Perdata mengaturnya pada Pasal 1320
dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan
perjanjian pinjaman serta pihak yang memiliki keterlibatan tercantum lewat Peraturan OJK
Nomor 77/POJK/2016.Pada implementasinya, pihak-pihak yang melakukan perjanjian
pinjaman secara online tidak saling bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian,
namun saling terhubung lewat penyelenggara pinjaman online. Oleh sebab itu jaminan serta
bukti yang dipergunakan secara online atau elektronik dan rawan sekali dampaknya bisa
menimbulkan permasalahan sengketa dan penyalahgunaan data yang bahayanya kurang
disadari oleh masyarakat terutama dengan keberadaan pinjaman online ilegal. Tentunya
perjanjian pinjaman secara online mempunyai risiko yang cukup besar dibandingkan
perjanjian secara langsung. Adanya sanksi yang diterapkan kepada pihak yang melakukan
wanprestasi. Kedua belah pihak wajib dalam mengikuti aturan yang diberlakukan supaya
terhindar dari sanksi. Dalam hal terjadinya sengketa tersebut dapat menempuh dua cara, yakni
pengadilan dan luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Sosialisasi perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online merupakan sebuah
kebutuhan atas fenomena pinjaman online yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, saran
kami kepada pemerintah mempunyai peranan dalam memberi perlindungan kepada warganya
lewat aturan-aturan yang dikeluarkan ataupun lewat aksi yang nyata sebagai cara dalam
mencegah dan menangani kasus yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online.
Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian Pinjaman online berbasis fintech



terdapat pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Pada Pasal 37 aturan OJK Nomor 77 /POJK
.01/2016 menjelaskan bahwa jika ketetapan dari penyelenggara membuat pihak pemberi
pinjaman rugi maka penyelenggara bisa diberikan sanksi yang tercantum dalam ketentuan
Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bentuk dari sanksi tersebut adalah sanksi
administratif berupa sanksi yang dikenakan untuk penyelenggara yang membuat kreditur rugi
seperti yang terdapat pada Pasal 47 POJK.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Adapun kami sampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta pembimbing, rekan, dan setiap
pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak pada Pengabdian Kepada
Masyarakat.

REFERENSI

Afifi, et.al. (2019). Politik Hukum Era Jokowi. PUSKAPKUM, Tangerang.

Annur, C. M. (13 Februari 2022). Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana?
Kongres Advokat Indonesia. Diakses pada 21 Maret 2022, dari
https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakah-
dikenakan-pidana.html.

Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. (2017). “Analisis SWOT Implementasi Teknologi
Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan
Bisnis. 1(20), him.134.

Dewi, Retno Sari. (2019). “Analisis Pinjaman Online”. Tulungagung: Universitas
Tulungagung.

Ghazali, Djoni dan Rachmadi Usman. (2012). Hukum Perbankan. Sinar Grafika, Jakarta.

Istiqgamah. (2019). “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”.
Jurisprudentie.6(2),him. 293.

Jafar, Ridho. (2019). “Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait
Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Landing Fintech”. Al Ahkam.
7(2), him. 18

Katadata Insight Center. (Juni 2020). Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19.
Katadata. Diakses pada 21 Maret 2022, dari https://katadata.co.id/umkm.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kongres Advokat Indonesia. (31 Januari 2022). Penyaluran Fintech Lending Naik Jadi Rp
13,60 Triliun pada Desember 2021 | Databoks. Databoks. diakses pada 21 Maret
2022, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/penyaluran-
fintech-lending-naik-jadi-rp-1360-triliun-pada-desember-2021.

Muthiah, Aulia. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan
Ekonomi Syari’ah. Pustaka Baru Press, Jakarta.

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. (2020). “Perlindungan Hak
Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
(Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights
Perspective)”. Penelitian Hukum De Jure. 11(3), hlm. 353 - 357.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi



Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik

Pradynwati, Ni Made Eka. dkk. (2021). “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial
Technology (Fintech)”. Konstruksi Hukum. 2(2), hlm. 324.

Priliasari, Erna. (2019) “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman
Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending). Majalah
Hukum Nasional. 49(2), him. 4.

Rahardyan, A. (15 Oktober 2021). Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya
Pelanggaran Berat. Finansial Bisnis.com. Diakses pada 21 Maret 2022, dari
https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-
19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat.

Soekanto, Soerjono. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Ul Press, Jakarta.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai
Bencana Nasional

Susanto, Happy.(2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Visimedia, Jakarta.

Syaifudin, Arief. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan
Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT.
Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”. Jurnal IImiah Ilmu Hukum. 26(4), him. 418

Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia. (2019). Handbook Untuk Keuangan Pribadi.
Aftech, Jakarta.

Triasih, Dharu. dkk. (2021). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian
Pinjaman Online”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 7(2),
him. 596.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN

CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini-menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan
Pencipta

Nama

Alamat

Kewarganegaraan

Pemegang Hak Cipta
Nama
Alamat

Kewarganegaraan
Jenis Ciptaan
Judul Ciptaan

Tanggal = dan - tempat - diumumkan = ‘untuk
pertama kali. di wilayah Indonesia atau di luar
wilayah Indonesia

Jangka waktu pelindungan

Nomor pencatatan

EC00202246575, 21 Juli- 2022

Mia Hadiati K, S:H., M.H.,Indah Siti Aprilia, S.H. dkk

JI. Benda Timur 9A E-8/1 RT/RW-004/010 Kel/Desa. Benda Baru
Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Tangerang Selatan,
BANTEN, 15418

Indonesia

Mia Hadiati K, S.H., M.H., Indah Siti-Aprilia, S.H. dkk

Jl. Benda Timur 9A E-8/1 RT/RW 004/010 Kel/Desa. Benda Baru
Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Tangerang Selatan,
BANTEN, 15418

Indonesia
Karya Tulis (Artikel)

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN
PINJAMAN ONLINE DI KECAMATAN CIPONDOH TANGERANG

21 Juli 2022, di Jakarta

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70
(tujuh 'puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung
mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

000362304

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan 'Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta:

Disclaimer:

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.

Direktur Hak Cipta-dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
I g g perny g I I



LAMPIRAN PENCIPTA

No Nama

1 Mia Hadiati K, S.H., M.H.

2  Indah Siti Aprilia, S.H.

3 | Tasya Patricia Winata

LAMPIRAN PEMEGANG

No Nama

1 Mia Hadiati K, S.H., M.H.

2  Indah Siti Aprilia, S.H.

3 | Tasya Patricia Winata

Alamat

JI. Benda Timur 9A E-8/1 RT/RW 004/010 Kel/Desa. Benda Baru Kec.
Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Link. Siluman RT/RW 28/13 Kel/Desa Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota
Banjar

JI. Mandalawangi Blok K No.149 RT/RW 007/004 Kel/Desa. Wijaya Kusuma,
Kec. Grogol Petamburan

Alamat

JI. Benda Timur 9A E-8/1 RT/RW 004/010 Kel/Desa. Benda Baru Kec.
Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Link. Siluman RT/RW 28/13 Kel/Desa Purwaharja, Kec. Purwaharja, Kota
Banjar

JI. Mandalawangi Blok K No.149 RT/RW 007/004 Kel/Desa. Wijaya Kusuma,
Kec. Grogol Petamburan


http://www.tcpdf.org



